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ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ) ِﻪِﺘﱠﻴِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلْوُﺆْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠَُﻛو ٍعَار ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ 
Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung 
jawabannya mengenai orang yang dipimimpinnya. 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
 
“Seorang pemimpin yang hebat, ketika dia dalam keadaan aman, 
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GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN SEKOLAH DI SD N 1 PURBALINGGA LOR 
Oleh 




Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang gaya kepemimpinan 
yang dipakai kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah. Gaya 
kepemimpinan kepala sekolah yang dipakai dalam perumusan kebijakan sekolah 
berpengaruh bagi kemajuan sekolah karena dapat membantu meningkatkan 
kualitas sekolah. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber penelitian 
adalah kepala sekolah dan guru di SD N 1 Purbalingga Lor. Informan yang 
diambil seluruhnya ada empat orang guru dan satu kepala sekolah. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan model Moleong yang meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi sumber. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Gaya kepemimpinan kepala 
sekolah SD N 1 Purbalingga Lor dalam perumusan kebijakan sekolah lebih 
dominan pada gaya kepemimpinan demokratis; (2) Gaya kepemimpinan kepala 
sekolah yang demokratis tersebut dapat menjadikan SD N 1 Purbalingga Lor lebih 
unggul dalam bidang akademik maupun non akademik; (3) Proses perumusan 
kebijakan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan 
yang demokratis dalam setiap tahapan perumusan kebijakan sekolah, tahap 
perumusan kebijakannya yaitu sebagai berikut: (a) Penyusunan Agenda; (b) 
Formulasi Kebijakan; (c) Adopsi Kebijakan; (d) Implementasi Kebijakan; (e) 
Evaluasi atau Penilaian Kebijakan. Evaluasi kebijakan sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor dilakukan setiap akhir semester. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara 
(UUSPN, 2003: 3). Sekolah merupakan lembaga yang bersifat kompleks dan 
unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya 
terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 
menentukan. Sedangkan bersifat unik karena sekolah memiliki karakter 
tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya 
pembudayaan kehidupan manusia. 
Kepala sekolah sebagai pemimpin perannya sangat penting untuk 
membantu guru dan karyawan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
seorang kepala sekolah harus mampu meningkatkan kinerja para guru atau 
bawahannya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu 
fungsi manajemen yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. 
Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, sebagai 
pemimpin begitu juga sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu 
memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak 
untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, sehingga  kinerja mereka akan 
lebih baik. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, pemimpin harus 
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berusaha agar nasihat, saran dan perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan 
demikian pemimpin dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara 
berfikir, bersikap, dan bertingkah laku kepada yang dipimpinnya. Dengan 
kelebihan pengetahuan dan pengalaman dimilikinya, seorang pemimpin dapat 
membantu guru-guru berkembang menjadi guru yang profesional. 
Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 
kepala sekolah dalam mengelola guru yang tersedia di sekolah. Kepala 
sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam 
meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan 
tenaga kependidikan, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 
prasarana (Mulyasa, 2005: 25). Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan 
dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang 
menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. 
Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala 
sekolah. Hal tersebut berpengaruh terhadap guru atau pun peserta didik di 
sekolah. Di Indonesia masih sering dijumpai gaya kepemimpinan kepala 
sekolah yang dirasa tidak nyaman bagi guru atau peserta didik, padahal 
proses pendidikan yang merupakan faktor utama berubahnya sesuatu menjadi 
sesuatu yang lain harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang 
menyenangkan (enjoyable learning), sehingga mampu mendorong motivasi 
dan minat belajar. 
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Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh 
dan menentukan kemajuan sekolah. Seorang kepala sekolah harus memiliki 
kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam 
melaksanakan tugasnya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus 
dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan 
kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu kepala sekolah harus 
mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan 
yang baik untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. 
Sekolah sebagai sebuah organisasi, manajemen sekolah dipimpin oleh 
seorang Kepala Sekolah. Faktor kepemimpinan kepala sekolah berkaitan 
dengan upaya peningkatan motivasi kerja guru. Pada umumnya, kepala 
sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manajer profesional. Hal 
ini disebutkan pula oleh laporan Bank Dunia bahwa salah satu penyebab 
makin menurunnya mutu pendidikan di setiap sekolah di Indonesia adalah 
kurang profesionalnya peran kepala sekolah (Mulyasa, 2005: 42). 
Kinerja guru tidak terlepas dari peran seorang kepala sekolah sebagai 
pimpinan yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain. Gaya 
kepemimpinan kepala sekolah sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya 
seorang kepala sekolah dalam kepemimpinannya. Berhasil atau tidaknya 
seorang kepala sekolah juga dipengaruhi dari gaya kepemimpinan kepala 
sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah. 
Kepala sekolah berperan aktif menyelesaikan persoalan-persoalan yang 
timbul dari bawahannya dan hal tersebut merupakan tantangan yang harus 
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dihadapi oleh seorang pimpinan. Kepala sekolah senantiasa menghadapi dan 
mengerahkan semua kekuatannya untuk memecahkan persoalan pada 
bawahannya, akan tetapi upaya yang dilakukan seorang kepala sekolah tidak 
semudah yang kita pikirkan. Dalam memecahkan persoalan bawahannya 
kepala sekolah terkendala oleh banyak hal, seperti sikap bawahan atau guru 
dalam menafsirkan perintah yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini 
sering ditemukan terjadinya kontradiksi kemauan antara pimpinan dan 
bawahan atau antara guru dan kepala sekolah. Kepala sekolah dalam 
membuat keputusan atau kebijakan tidak dapat ditangkap  atau diterima oleh 
guru, sehingga menimbulkan prasangka atau ketidak sesuaian dengan yang 
diharapkan. 
Peran kepala sekolah sangat penting dalam sekolah, karena merupakan 
motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama guru-guru dan karyawan 
sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah juga merupakan faktor yang penting dalam pencapaian kebijakan 
sekolah. Masih adanya kepala sekolah yang dirasa kurang mampu 
memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menjadikan guru tergerak untuk 
melaksanakan tugasnya secara efektif, yang dapat dilihat dari kinerja guru 
dan hasil prestasi siswa. Gaya kepemimpinan kepala sekolah penting dalam 
perumusan kebijakan sekolah karena mempengaruhi proses pencapaian tujuan 
pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya kegiatan 




Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sekolah. Setiap kepala 
sekolah memiliki perbedaan dalam memimpin sekolah. Masih adanya proses 
perumusan kebijakan sekolah yang dilakukan oleh kepala sekolah yang 
belum berpedoman dengan tahap-tahap perumusan kebijakan yang benar 
menurut para ahli, sehingga belum mampu menghasilkan kebijakan sekolah 
yang tepat. Hal inilah yang akan diteliti untuk melihat bagaimanakah gaya 
kepemimpinan yang dominan berhasil dalam perumusan kebijakan sekolah.  
Gaya kepemimpinan ada 3 macam yaitu, Otokratik, Demokratis, dan 
Permisif. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah yang berprestasi dominan menggunakan gaya kepemimpinan yang 
mana yang paling berpengaruh dalam kemajuan sekolah tersebut. Setiap 
kepala sekolah memiliki caranya masing-masing dalam memimpin sekolah 
tersebut. Bisa juga antara ketiga gaya kepemimpinan tersebut kepala sekolah 
memadukannya didalam tiap-tiap perumusan kebijakan sekolah atau hanya 
sesekali. 
Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan 
suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. 
Pentingnya kepemimipinan seperti yang dikemukakan oleh Allan Tucker 
dalam bukunya Syafaruddin yang berjudul Manajemen Mutu Terpadu dalam 
Pendidikan (2002: 50) menyatakan bahwa, kepemimpinan ialah kemampuan 
untuk mempengaruhi atau mendorong seseorang atau sekelompok orang agar 
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bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan tertentu atau sasaran dalam 
situasi tertentu. Dalam rangka inilah pendidikan sangat diperlukan sebagai 
strategi untuk peningkatan kualitas suatu bangsa dan merupakan wahana 
dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun 
watak bangsa (Mental and National Charachter Building).  
Pada budaya Jawa terdapat istilah Astha Brata yang merujuk pada 
kriteria seorang pemimpin yang baik. Astha berasal dari bahasa Sansekerta 
yang aslinya delapan, brata juga dari bahasa Sansekerta yaitu prasetya atau 
mampu setia atau menjaga amanah. Jadi Astha Brata yaitu delapan kriteria 
pemimpin yang mampu menjaga amanah. Dalam istilah Astha Brata 
pemimpin yang baik itu harus memiliki delapan kriteria, yaitu: 1) Seorang 
pemimpin mampu menumbuhkan dan mengembangkan daya hidup 
rakyatnya; 2) Seorang pemimpin mampu memberikan dorongan atau motivasi 
untuk membangkitkan semangat rakyatnya; 3) Seorang pemimpin mampu 
menjadi teladan untuk berbuat kebaikan; 4) Seorang pemimpin hendaknya 
memiliki keluasan batin dan kemampuan mengendalikan diri yang kuat agar 
mampu menampung pendapat rakyatnya; 5) Seorang pemimpin hendaknya 
dekat dengan rakyat tanpa membedakan derajat dan martabatnya; 6) Seorang 
pemimpin hendaknya mampu menempatkan semua orang pada derajat dan 
martabat yang sama, sehingga dapat berlaku adil, bijaksana dan penuh kasih 
sayang terhadap rakyatnya; 7) Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan 
berani menegakkan kebenaran dan keadilan secara tegas, tuntas dan tanpa 
pandang bulu; 8) Seorang pemimpin hendaknya berwatak sentosa, teguh dan 
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murah hati, senang beramal dan senantiasa berusaha untuk tidak 
mengecewakan kepercayaan rakyatnya. Dilihat dari kriteria kepemimpinan 
tersebut dalam penelitian ini diharapkan gaya kepemimpinan kepala sekolah 
yang ada sudah memiliki kriteria kepemimpinan tersebut khususnya dalam 
perumusan kebijakan di sekolah. 
Penelitian ini memilih lokasi di sekolah unggulan yang ada di 
Kabupaten Purbalingga. Sekolah yang dipilih merupakan sekolah negeri di 
Kabupaten Purbalingga yaitu SD N 1 Purbalingga Lor. SD N 1 Purbalingga 
Lor merupakan sekolah negeri unggulan di Kabupaten Purbalingga, SD ini 
selalu mengalahkan SD negeri di Purbalingga baik di bidang prestasi, hasil 
rata-rata UAN ataupun di perlombaan tingkat Kabupaten. 
Kepala sekolah SD N 1 Purbalingga Lor yaitu RM sudah menjadi 
kepala sekolah selama sembilan tahun. Beliau menjadi kepala sekolah di SD 
N 1 Purbalingga Lor sendiri sudah selama satu setengah tahun dan sudah 
banyak kebijakan sekolah yang dibuat oleh Beliau. Kebijakan-kebijakan yang 
dibuat di SD N 1 Purbalingga Lor sudah sangat banyak, antara lain kebijakan 
tambahan jam pelajaran, kebijakan presensi elektronik dan masih banyak 
yang lainnya. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi 
beberapa masalah sebagai berikut: 
1. Masih adanya proses perumusan kebijakan sekolah yang belum 
berpedoman dengan tahap-tahap perumusan kebijakan yang benar 
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menurut para ahli, sehingga belum mampu menghasilkan kebijakan 
sekolah yang tepat. 
2. Kepala sekolah masih kurang mampu memberikan pengaruh-pengaruh 
yang dapat menjadikan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya 
secara efektif, yang dapat dilihat dari kinerja guru dan hasil prestasi 
siswa. 
3. Masih banyaknya  gaya kepemimpinan kepala sekolah yang dirasa tidak 
nyaman bagi guru atau peserta didik, padahal proses pendidikan yang 
merupakan faktor utama berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain 
harus mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan 
(enjoyable learning), sehingga mampu mendorong motivasi dan minat 
belajar. 
 
C. Batasan Masalah 
Penelitian ini fokus pada Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Perumusan Kebijakan Sekolah Di SD N 1 Purbalingga Lor. Sekolah tersebut 
merupakan Sekolah Dasar Negeri unggulan di Kabupaten Purbalingga. 
Yang menjadi Kepala Sekolah merupakan kepala sekolah berprestasi, 
sehingga diperoleh hasil tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah yang 






D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dilakukan, maka 
dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah di 
SD N 1 Purbalingga Lor dalam perumusan kebijakan sekolah? 
2. Apakah gaya kepemimpinan yang dipakai kepala sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor berhasil menjadikan sekolah yang unggul di bidang 
akademik maupun non akademik? 
3. Bagaimanakah perumusan kebijakan sekolah yang dibuat kepala 
sekolah dengan gaya kepemimpinannya di SD N 1 Purbalingga Lor? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:  
1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor. 
2. Untuk mengetahui keberhasilan kepala sekolah dengan gaya 
kepemimpinannya di SD N 1 Purbalingga Lor dalam mewujudkan 
sekolah yang efektif. 
3. Untuk mendeskripsikan perumusan kebijakan sekolah yang dibuat 






F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara 
teoritis dan manfaat secara praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
referensi  atau masukan bagi perkembangan ilmu pendidikan di Indonesia 
khususnya mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
perumusan kebijakan sekolah. 
2. Manfaat praktis 
a. Bagi sekolah dapat memberi masukan tentang gaya kepemimpinan 
kepala sekolah yang berkualitas dalam perumusan kebijakan 
sekolah. 
b. Bagi kepala sekolah dapat memberi arahan apabila masih ada gaya 
kepemimpinan yang kurang sesuai. 
c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan, serta pengetahuan, 
mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah. 
d. Bagi Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan khususnya Prodi 
Kebijakan Pendidikan dari penelitian yang dilakukan diharapkan 
dapat memperkaya kajian di bidang gaya kepemimpinan kepala 









A. Gaya Kepemimpinan 
1. Definisi Kepemimpinan 
Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang artinya yaitu 
penuntun atau pembimbing. Dari kata pimpin mendapat imbuhan “pe” 
menjadi pemimpin mengandung arti seseorang yang mengarahkan, 
membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau mempengaruhi. Dari 
kata pemimpin diluaskan lagi menjadi kepemimpinan yang merupakan 
segala sesuatu yang berkaitan dengan seorang pemimpin seperti contohnya 
karakter pemimpin, gaya pemimpin, status pemimpin, dan lain-lain. 
Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan tentang gaya 
pemimpin, yaitu gaya pemimpin yang diterapkan dalam kepemimpinannya 
khususnya dalam perumusan kebijakan sekolah. Kepemimpinan sebagai 
salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk 
mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah kepemimpinan 
dipaksa untuk menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur atau 
tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. Sebaliknya, 
kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi suatu alat 
penyelesaian terhadap persoalan yang sedang menimpa suatu organisasi. 
Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi 
beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti: distribusi 
kekuasaan yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan 
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berbagai macam sumber, prosedur yang dianggap buruk, dan sebagainya 
yaitu problem-problem didalam organisasi yang bersifat mendasar 
(Wahjosumidjo, 2011: 15). 
Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah sifat-sifat, perilaku 
pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja 
sama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, persepsi dan 
lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Dalam suatu definisi terkandung 
suatu makna atau nilai-nilai yang dapat dikembangkan lebih jauh, sehingga 
dari suatu definisi dapat diperoleh suatu pengertian yang jelas dan 
menyeluruh tentang sesuatu. Satu diantara definisi kepemimpinan yang 
bermacam-macam tersebut, mengemukakan “Leadership is interpersonal 
influence exercised in a situation, and directed, through the 
communication process, toward the attainment of a specified goal or goals 
(Tannembaun, Weshler & Massarik, 1961: 24).” dikutip dari buku 
(Wahjosumidjo, 2011: 17) 
Kepemimpinan merupakan suatu proses yang ujungnya adalah upaya 
memupuk perubahan. Kepemimpinan menggambarkan suatu proses yang 
menghadirkan gerakan yang dinamis, dari tempat sekarang kita berada ke 
suatu tempat dimasa yang akan datang, atau suatu kondisi yang berbeda 
dari sekarang. Kepemimpinan juga menyangkut intensionalitas, dalam arti 
bahwa perubahan itu tidak asal berubah melainkan ditujukan kepada suatu 
tujuan atau kondisi yang didambakan (Benardine R. Wirjana, 2006: 19).  
Dari pendapat diatas kepemimpinan sebenarnya merupakan suatu proses 
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yang mempunyai maksud dengan didasari nilai-nilai. Pemimpin yang 
dimaksudkan merupakan seseorang yang dapat membawa perubahan suatu 
organisasi menjadi lebih baik. 
Richard L. Hughes dalam bukunya Leadership (Terjemahan, 2012: 
9) menyatakan, kepemimpinan dan manajemen itu pada dasarnya berbeda. 
Kata manajemen mengesankan kata-kata seperti efisiensi, perencanaan, 
pekerjaan tertulis, prosedur, regulasi, kontrol, dan konsistensi. 
Kepemimpinan seringkali diasosiasikan dengan kata-kata seperti 
pengambilan resiko, dinamis, kreativitas, perubahan, dan visi. 
Kepemimpinan pada dasarnya yaitu pemilihan nilai, dengan demikian 
kepemimpinan merupakan aktifitas yang bermuatan nilai, sedangkan 
manajemen tidak demikian. Para pemimpin dituntut untuk melakukan hal-
hal yang tepat, sebaliknya para manajer dituntut untuk melakukan hal-hal 
secara tepat. Jadi kepemimpinan diatas menunjukan bahwa kepemimpinan 
dan manajemen memiliki keterkaitan yang erat namun memiliki fungsi-
fungsi yang berbeda. 
John P. Kotter (2001: 43) menyatakan, kepemimpinan berbeda dari 
manajemen, namun bukan untuk alasan-alasan seperti yang dipikirkan 
banyak orang. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang bersifat mistik dan 
misterius. Dasar kepemimpinan juga bukan “karisma” yang dimiliki atau 
yang merupakan ciri kepribadian yang eksotis. Kepemimpinan juga tidak 
diperuntukkan bagi segelintir orang terpilih saja. Kepemimpinan tidak 
selalu lebih baik dari manajemen atau dapat menjadi pengganti 
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manajemen. Berdasarkan pendapat di atas, kepemimpinan dan manajemen 
merupakan dua sistem kerja yang berbeda namun saling melengkapi. 
Masing-masing memiliki fungsi serta aktivitasnya sendiri-sendiri. 
Keduanya diperlukan untuk meraih sukses dalam dunia yang semakin 
kompleks dan berkembang pesat. 
Abraham Zaleznik dalam buku Manager As Leader (Terjemahan, 
2004: 34) menyatakan, konsep kepemimpinan dan manajer itu berbeda. 
Manajer cenderung memandang pekerjaan sebagai proses yang 
memungkinkan, yang meliputi beberapa kombinasi orang dan pemikiran 
(ide) yang berinteraksi untuk menetapkan strategi dan membuat keputusan. 
Kepemimpinan telah dipelajari melalui berbagai cara yang berbeda-beda, 
tergantung pada konsepsi kepemimpinan dan pilihan metodologi para 
penelitinya. Studi kepemimpinan hanya memperlakukan atau dihadapkan 
pada satu aspek yang sempit, seperti pengaruh bawahan atau sifat - sifat 
pribadi, atau perilaku yang satu sama lain dijadikan sasaran studi tanpa 
mengaitkan satu sama lain yang sebenarnya merupakan satu rangkaian 
persoalan di bidang kepemimpinan. Banyak sekali pandangan menurut 
para ahli mengenai definisi kepemimpinan. Keragaman definisi tersebut 
dapat membantu untuk menyadari banyaknya faktor yang dapat 
mempengaruhi kepemimpinan. Pada dasarnya kepemimpinan merupakan 
keterampilan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam 




2. Gaya Kepemimpinan 
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting 
dalam suatu organisasi, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan 
suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut.  
Ada banyak teori gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan kepala 
sekolah. Bila ditelaah dari perkembangan teori, ada banyak teori 
kepemimpinan yang bisa ditelaah untuk mengkaji masalah kepemimpinan. 
Miftah Thoha (2010: 49) menyatakan, gaya kepemimpinan merupakan 
norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 
mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Macam-
macam gaya kepemimpinan antara lain: 
a. Gaya Kepemimpinan Otokratik 
Sudarwan Danim (2004: 75) menyatakan, kata otokratik diartikan 
sebagai tindakan menurut kemauan sendiri, setiap produk pemikiran 
dipandang benar, keras kepala, atau rasa aku yang keberterimaannya 
pada khalayak bersifat dipaksakan. Kepemimpinan otokratik disebut 
juga kepemimpinan otoriter. Pemimpin yang tergolong otokratik 
memiliki serangkaian karakteristik yang dipandang sebagai 
kerakteristik yang negatif. Seorang pemimpin yang otokratik adalah 
seorang yang sangat egois. Egoismenya yang sangat besar akan 
mendorong memutar balikkan kenyataan yang sebenarnya, sehingga 
sesuai dengan apa yang secara subjektif diinterpretasikan sebagai 
kenyataan. Miftah Thoha (2010: 49) mengartikan kepemimpinan 
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otokratis sebagai gaya yang didasarkan atas kekuatan posisi dan 
penggunaan otoritas. Jadi kepemimpinan otokratik adalah 
kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan sikapnya 
yang menang sendiri, tertutup terhadap saran dari orang lain dan 
memiliki idealisme tinggi. Berdasarkan nilai-nilai demikian, sebagai 
pemimpin yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap yang 
menojolkan “ke-akuannya” antara lain dalam bentuk:  
1) Kecenderungan memperlakukan para bawahan sama dengan alat-
alat lain dalam organisai, seperti mesin dan dengan demikian 
kurang menghargai harkat dan martabat mereka. 
2) Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian 
tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan 
dan kebutuhan para bawahan. 
3) Pengabaian para bawahan dalam proses pengambilan keputusan 
dengan cara memberitahukan kepada para bawahan tersebut 
bahwa ia telah mengambil keputusan tertentu dan para bawahan 
itu diharapkan atau bahkan dituntut untuk  melaksanakannya saja. 
Sudarwan Danim (2004: 75) menyatakan, pemimpin otokratik 
memiliki ciri-ciri antara lain: 
1) Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh pemimpin. 
2) Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana dan 
mereka tidak boleh memberikan ide-ide baru. 
3) Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar keras, dan tidak kenal lelah.  
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4) Menentukan kebijakan sendiri dan kalau pun bermusyawarah 
sifatnya hanya penawar saja. 
5) Memiliki kepercayaan yang rendah terhadap bawahan dan 
kalaupun kepercayaan diberikan, didalam dirinya penuh 
ketidakpercayaan. 
6) Komunikasi dilakukan secara tertutup dan satu arah. 
7) Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang.  
Berdasarkan ciri-ciri perilaku gaya kepemimpinan otokratik dari 
beberapa ahli tersebut maka pemimpin otokratik memiliki ciri perilaku 
yang lebih mementingkan dirinya, dan sangat mengandalkan kekuasaan 
atau pun kewenangan. 
b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 
Sudarwan Danim (2004: 75) menyatakan, kepemimpinan 
demokratis bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan 
kelompok, tujuan-tujuan yang bermutu tercapai. Gaya kepemimpinan 
demokatis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia 
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara 
berbagai kegiatan yang telah ditetukan bersama antara pemimpin dan 
bawahan. Gaya kepemimpinan demokratis hasilnya mungkin tidak 
setinggi gaya otoriter tetapi kualitasnya lebih tinggi dan terjadi 
komunikasi antara pemimpin dan bawahan, saling berpendapat, 
partisipasi dalam pengambilan keputuan, dan penghargaan hak-hak 
seseorang. Miftah Thoha (2010: 50) mengatakan gaya kepemimpinan 
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demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para 
pengikut dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan 
keputusan. Sudarwan Danim (2004: 76) mengatakan pemimpin 
demokratis memiliki ciri-ciri antara lain: 
1) Beban kerja organisasi menjadi tanggung jawab bersama personalia 
organisasi itu. 
2) Bawahan, oleh pemimpin dianggap sebagai komponen pelaksana 
secara integral harus diberi tugas dan tanggung jawab. 
3) Disiplin akan tetapi tidak kaku dan memecahkan masalah secara 
bersama. 
4) Kepercayaan tinggi terhadap bawahan dengan tidak melepaskan 
tanggung jawab pengawasan 
5) Komunikasi dengan bawahan bersifat terbuka dan dua arah. 
Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya 
kepemimpinan demokratis lebih dirasa ringan karena beban kerja 
organisasi menjadi tanggung jawab bersama. Kepemimpinan 
demokratis juga membuat bawahan bawahan menjadi aktif karena ikut 
serta dalam proses pengambilan keputusan pemimpin. 
c. Gaya Kepemimpinan Permisif 
Sudarwan Danim (2004: 76) menegaskan, pemimpin permisif 
merupakan pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang kuat, 
sikapnya serba boleh. Pemimpin memberikan kebebasan kepada 
bawahannya, sehingga bawahan tidak mempunyai pegangan yang kuat 
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terhadap suatu permasalahan. Pemimpin yang permisif cenderung tidak 
konsisten terhadap apa yang dilakukan. Tipe kepemimpinan ini pada 
dasarnya berpandangan bahwa anggota organisasinya mampu mandiri 
dalam membuat keputusan atau mampu mengurus dirinya masing-
masing, dengan sesedikit mungkin pengarahan atau pemberian petunjuk 
dalam merealisasikan tugas pokok masing-masing sebagai bagian dari 
tugas pokok orgasisasi. Sudarwan Danim (2004: 77) berpendapat, 
pemimpin permisif memiliki ciri-ciri antara lain: 
1) Tidak ada pegangan yang kuat dan kepercayaan rendah pada diri 
sendiri. 
2) Mengiyakan semua saran. 
3) Lambat dalam membuat keputusan. 
4) Banyak “mengambil muka” kepada bawahan. 
5) Ramah dan tidak menyakiti bawahan. 
Jadi, gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku yang 
konsisten yang ditunjukkan pemimpin dan diketahui oleh pihak lain 
ketika pemimpin berusaha mempengaruhi orang lain. Gaya 
kepemimpinan antara lain gaya kepemimpinan otokratik, gaya 
kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan permisif. Jika 
dikaitkan dengan kepemimpinan kepala sekolah, maka kepala sekolah 
dapat menggunakan gaya kepemimpinan tersebut dalam mempengaruhi 




3. Kualitas Kepemimpinan 
Kepemimpinan adalah tindakan-tindakan oleh seorang atau 
beberapa orang yang mempengaruhi kelakuan seseorang atau lebih dalam 
suatu kelompok. Tindakan oleh pemimpin atau kelompok dilakukan 
dengan suatu maksud atau tujuan kelompok tersebut (Benardine 
R.Wirjana, 2006: 20). Seorang pemimpin haruslah mampu memberi 
keputusan yang tepat dalam kondisi apapun. Keputusan yang diambil 
oleh seorang pemimpin haruslah mengutamakan orang banyak bukan 
sekedar condong pada kepentingan golongan atau bahkan kepentingan 
pribadi. Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperan didalam melindungi 
dari beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat. Pemimpin harus 
lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas juga harus menjadi 
prinsip bagi seorang pemimpin dalam menjalani kepemimpinanya. Selain 
itu, prinsip yang juga tidak kalah penting yang harus dimiliki oleh 
seorang pemimpin adalah mendahulukan untuk mencegah timbulnya 
keburukan dibandingkan mencari kebaikan. 
Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu, kadar, derajat, taraf 
atau mutu (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008). Seorang pemimpin 
yang berkualitas dituntut untuk menguasai semua potensi yang dimiliki 
untuk mampu memahami permasalahan dari segala aspek. Sebab 
keputusan yang akan diambil adalah berjangka panjang bahkan dampak 
baik dan buruknya telah mampu ia prediksikan. 
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Namun dalam penerapannya, kemampuan seorang pemimpin untuk 
memberi keputusan dengan baik tidak hanya dipengaruhi oleh tuntutan 
dalam dirinya dengan segala potensi yang dimilikinya tapi juga ada 
beberapa faktor eksternal yang juga akan mengganggu seorang pemimpin 
memberi keputusan yang tepat di saat yang tepat. Faktor-faktor eksternal 
yang dimaksud diantarannya, situasi yang begitu dinamis dan kondisi 
psikologi objek yang akan menerima keputusan yang akan diambil. 
Seorang pemimpin yang berkualitas haruslah berkarakter. Disinilah 
kemampuan berfikir dari seorang pemimpin dibutuhkan. Dalam hal ini, 
kemampuan berfikir merupakan salah satu indikator dari seorang 
pemimpin. 
Kepemimpinan tergantung kepada banyak faktor. Tiap-tiap 
pimpinan senantiasa dapat memperbaiki dan mempertinggi 
kemampuannya dalam bidang kepemimpinannya. Cara untuk 
memperbaiki dan mempertinggi kemampuannya yaitu dengan jalan 
mengimitasi cara-cara yang ditempuh oleh pemimpin yang berhasil 
dalam tugas-tugas mereka atau mempelajari dan menerapkan prinsip-
prinsip yang mendasari kepemimpinan yang baik. 
Definisi kepemimpinan berimplikasi pada tiga hal utama seperti 
dikemukakan oleh Locke (1997: 34) dalam Esensi Kepemimpinan 
(terjemahan), yaitu: 
Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan atau 
pengikut, kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin. 
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Jika tidak ada pengikut, maka tidak akan ada pula pemimpin. Tanpa 
bawahan semua kualitas kepemimpinan seorang atasan akan menjadi 
tidak relevan. Terkandung makna bahwa para pemimpin yang efektif 
harus mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan menjalin 
relasi dengan pengikut mereka. 
Kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar bisa 
memimpin, pemimpin mesti melakukan sesuatu, kepemimpinan lebih 
dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kendatipun posisi otoritas 
yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, 
tetapi sekadar menduduki posisi itu tidak memadai untuk membuat 
seseorang menjadi pemimpin. 
Ketiga, kepemimpinan harus membujuk orang-orang lain untuk 
mengambil tindakan. Pemimpin membujuk para pengikutnya lewat 
berbagai cara seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, 
menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, memberi 
imbalan dan hukuman, restrukturisasi organisasi, dan 
mengkomunikasikan sebuah visi. 
Rumusan kepemimpinan dari sejumlah ahli tersebut menunjukkan 
bahwa dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai 
kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing dan juga 
sebagian orang yang mempunyai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku 
orang lain agar mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pada atasan 
atau pimpinan mereka. Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dipahami 
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sebagai kemampuan mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama di 
dalam kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. 
Dalam budaya Jawa ada istilah Astha Brata. Astha artinya delapan, 
sedangkan Brata artinya laku kebajikan sebagai raja atau pemimpin. 
Istilah ini berhubungan dengan sifat-sifat kepemimpinan yang harus 
dimiliki oleh seorang pemimpin. Astha brata terdiri dari surya, candra, 
kartika, angkasa, bayu, samodra, agni, dan pertiwi. Dalam 
pemanfataannya, sifat-sifat ini akan digunakan ketika seorang pemimpin 
berinteraksi sosial. Suwardi Endraswara (2010: 168) menyatakan, 
delapan kriteria pemimpin yang mampu menjaga amanah yaitu: 
a. Surya atau matahari 
Matahari memancarkan sinar yang terang sebagai sumber 
kehidupan sehingga membuat semua mahluk tumbuh dan 
berkembang. Diibaratkan, seorang pemimpin untuk mampu 
menumbuhkembangkan daya hidup rakyatnya untuk membangun 
bangsa dan negara, dengan memberikan bekal lahir dan bathin untuk 
dapat berkarya secara maksimal menurut swadharma atau bidang 
tugasnya masing-masing. 
b. Candra atau Bulan 
Bulan memancarkan sinar di kegelapan malam. Cahaya bulan 
yang lembut akan mampu menumbuhkan semangat dan harapan di 
tengah kegelapan. Seorang pemimpin hendaknya mampu 
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memberikan dorongan atau motivasi untuk membangkitkan 
semangat rakyatnya, walau dalam kelamnya duka karena bencana. 
c. Kartika atau Bintang 
Memberikan sinar indah kemilau, jauh di langit, sehingga 
dapat menjadi petunjuk arah bagi yang memerlukan. Seorang 
pemimpin harus mampu menjadi teladan untuk berbuat kebaikan. 
Tak pernah ragu menjalankan keputusan yang disepakati, serta tidak 
mudah terpengaruh oleh pihak yang akan menyesatkan. 
d. Angkasa 
Luas tak terbatas, hingga mampu menampung apa saja yang 
datang padanya. Seorang pemimpin hendaknya memiliki keluasan 
batin dan kemampuan mengendalikan diri yang kuat, hingga dengan 
sabar mampu menampung pendapat rakyatnya yang beraneka ragam. 
e. Bayu atau Angin 
Angin selalu ada dimana-mana, tanpa membedakan tempat 
serta selalu mengisi semua ruang kosong. Seorang pemimpin 
hendaknya dekat dengan rakyat, tanpa membedakan derajat dan 
martabatnya, bisa mengetahui keadaan dan keinginan rakyatnya. 
Mampu memahami dan menyerap aspirasi rakyat. 
f. Samodra atau lautan 
Betapapun luasnya samudra, senantiasa mempunyai 
permukaan yang rata, bersifat sejuk menyegarkan. Sang pemimpin 
hendaknya mampu menempatkan semua orang pada derajat dan 
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martabat yang sama, sehingga dapat berlaku adil, bijaksana dan 
penuh kasih sayang terhadap rakyatnya. 
g. Agni atau api 
Api mempunyai kemampuan untuk membakar habis dan 
menghancur leburkan segala sesuatu yang bersentuhan dengannya. 
Seorang pemimpin hendaknya berwibawa dan berani menegakkan 
kebenaran dan keadilan secara tegas, tuntas dan tanpa pandang bulu. 
h. Pertiwi atau bumi 
Bumi mempunyai sifat kuat sekaligus murah hati. Selalu 
memberi hasil kepada siapapun yang mau berusaha mengolah dan 
memeliharanya dengan tekun. Seorang pemimpin hendaknya 
berwatak sentosa, teguh dan murah hati, senang beramal dan 
senantiasa berusaha untuk tidak mengecewakan kepercayaan 
rakyatnya. 
Jadi ke delapan indikator atau kriteria kepemimpinan tersebut akan 
menjadikan kualitas kepemimpinan yang baik. Akan tetapi, ke delapan 
indikator atau kriteria tersebut kadang muncul bersamaan (secara 
simultan) dan kadang muncul sendiri-sendiri di saat merespon kebutuhan 
lingkungan.  Dari indikator atau kriteria kepemimpinan tersebut dapat 






B. Kepala Sekolah 
1. Definisi Kepala Sekolah 
Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” 
kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi 
atau sebuah lembaga. Sedangkan kata sekolah merupakan sebuah 
lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi 
secara singkat kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau 
suatu lembaga di mana tempat menerima dan memberi pelajaran. 
Wahjosumidjo (2011: 83) menyatakan, kepala sekolah adalah 
seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 
sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di 
mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 
yang menerima pelajaran. 
Kepala sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang 
mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. 
Kepala sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab 
mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada 
level sekolah yang dipimpin. Kepala sekolah bukan satu-satunya orang 
yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih 
banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan yaitu guru yang dipandang 
sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan para peserta didik 
dan faktor lain seperti lingkungan yang mempengaruhi proses 
pembelajaran. Namun kepala sekolah memiliki peran yang sangat 
27 
 
penting karena merupakan pemimpin dari guru-guru dan karyawan yang 
ada dalam sekolah. Dengan demikian kepala sekolah dapat didefinisikan 
sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 
memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 
mengajar atau tempat dimana terjadi intraksi antara guru yang memberi 
pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah juga bisa 
dikatakan sebagai pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya 
menjalankan manajemen satuan pendidikan yang dipimpin agar menjadi 
sekolah yang lebih baik atau berkualitas. 
Mulyasa (2005: 24) menyatakan, kepala sekolah merupakan salah 
satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah penanggung jawab atas 
penyelenggaraan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 
pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 
prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. 
Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan 
untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara terarah, 
berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan. 
Mulyasa (2005: 25) menyatakan, kepala sekolah bertanggung 
jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung 
berkaitan dengan proses pembelajaran. Pada dasarnya pengelolaan 
sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Namun 
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demikian dalam mencapai keberhasilan pengelolaan sekolah peran serta 
dari para orang tua dan siswa, juga turut mendukung keberhasilan itu. Di 
samping itu pencapaian keberhasilan, pengelolaan tersebut harus 
didukung oleh sikap, gaya, dan kemampuan kepala sekolah dalam 
memimpin lembaga pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 
Kepemimpinan kepala sekolah seyogyanya dapat menciptakan kondisi-
kondisi yang memungkinkan bagi lahirnya iklim kerja dan hubungan 
antar manusia yang harmonis dan kondusif. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 
adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jika 
dilihat dari syarat guru untuk menjadi kepala sekolah, kepala sekolah bisa 
dikatakan sebagai jenjang karier dari jabatan fungsional guru. Apabila 
seorang guru memiliki kompetensi sebagai kepala sekolah dan telah 
memenuhi persyaratan atau tes tertentu, maka guru tersebut dapat 
memperoleh jabatan sebagai kepala sekolah yang merupakan orang yang 
paling betanggung jawab terhadap kemajuan sekolah tersebut. 
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah 
Istilah kepemimpinan bukan merupakan istilah baru bagi 
masyarakat. Di setiap organisasi, selalu ditemukan seorang pemimpin 
yang menjalankan organisasi. Pemimpin berasal dari kata “leader” yang 
merupakan bentuk benda dari “to lead” yang berarti memimpin. Untuk 
memahami pengertian kepemimpinan secara jelas, maka perlu dikaji 
beberapa definisi yang dikemukakan para ahli kepemimpinan. 
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Banyak ahli yang mengemukakan pengertian kepemimpinan. 
Koontz, O’Donnel dan Weihrich (Dalam bukunya Wahjosumidjo, 
berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah, 2011: 103), bahwa yang 
dimaksud dengan kepemimpinan secara umum, merupakan pengaruh, 
seni atau proses mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan 
penuh kemauan berusaha ke arah tercapainya tujuan organisasi. 
Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli mengenai 
kepemimpinan, dapat digaris bawahi bahwa kepemimpinan pada 
dasarnya adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi dan 
membimbing orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. 
Ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian kepemimpinan, 
yaitu unsur orang yang menggerakkan yang dikenal dengan pemimpin, 
unsur orang yang digerakkan yang disebut kelompok atau anggota, unsur 
situasi dimana aktifitas penggerakan berlangsung yang dikenal dengan 
organisasi, dan unsur sasaran kegiatan yang dilakukan. Kepemimpinan 
kepala sekolah yang ideal mampu mensinergikan kemampuan 
manajemen dan kemampuan kepemimpinan secara simultan. Kepala 
sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah 
sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan 
peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab 
untuk memimpin sekolah. 
Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 
sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu 
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sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut bahwa “keberhasilan sekolah 
adalah keberhasilan kepala sekolah”. Beberapa diantara kepala sekolah 
dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf, 
guru dan para siswanya. Kepala sekolah adalah mereka yang banyak 
mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi 
sekolah mereka. Berdasarkan rumusan hasil studi di atas menunjukkan 
betapa pentingnya  kepala sekolah dalam meggerakkan kehidupan 
sekolah untuk mencapai suatu tujuan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan 
di dalam rumusan tersebut, yaitu : 
a. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi 
penggerak kekuatan sekolah  
b. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi 
keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf, guru dan 
siswa. 
Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat 
kompleks dan unik tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat 
dari berbagasi sudut pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat 
dipandang sebagai pejabat formal, sedangkan dari sisi lain seorang 
kepala sekolah dapat berperan sebagai manajer, sebagai pemimpin, 
sebagai pendidik dan yang tidak kalah penting seorang kepala sekolah 
berperan sebagai staf (Wahjosumidjo, 2011: 82).  
Kepala sekolah dipandang sebagai pejabat formal sebab 
pengangkatannya melalui proses dan prosedur yang berdasarkan atas 
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peraturan yang berlaku. Sebagai seorang pejabat formal kepala sekolah 
bertanggung jawab terhadap atasan, terhadap sesama rekan kepala 
sekolah atau lingkungan terkait, dan kepada kebawahannya. 
Kepala sekolah sebagai manajer karena kepala sekolah bertugas 
untuk mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan serta 
merencanakan seluruh kegiatan organisasi. Keberadaan manajer yaitu 
kepala sekolah pada suatu organisasi sangat diperlukan, sebab organisasi 
sebagai alat mencapi tujuan tertentu dimana didalamnya berkembang 
berbagai macam pengetahuan, serta organisasi yang menjadi tempat 
untuk membina dan mengmbangkan karir-karir sumber daya manusia, 
memerlukan manajer yang mampu merencanakan yang mampu 
mengorganisasikan, mempimpin dan mengendalikan agar organisasi 
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Kepala sekolah sebagai pemimpin merupakan suatu kekuatan yang 
penting dalam rangka pengelolaan organisasi, oleh sebab itu kemampuan 
memimpin secara efektif merupakan kunci untuk menjadi seorang 
pemimpin yang efektif. Kepala sekolah sebagai pendidik dikarenakan 
kepala sekolah harus mampu meyakinkan melalui pendekatan secara 
halus tentang kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, bersahabat dan 
sebagainya termasuk pula penampilan fisik seperti cara dan sikap bicara, 
berkomunikasi, berpakaian bersih, rapi, serasi, sehat jasmani dan energik 
kepada para guru, staf dan siswa. Kepala sekolah sebagai staf karena 
keberadaan kepala sekolah dilingkungan organisasi yang lebih luas atau 
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diluar sekolah berada dibawah kepimimpinan pejabat lain, baik langsung 
maupun tidak langsung yang berperan sebagai atasan kepala sekolah 
(Wahjosumidjo, 2011: 84-128). 
Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas 
untuk memimpin sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai pemimpin lebih 
banyak berkaitan dengan masalah administratif dan kepengawasan, 
sehingga dalam melaksanakan tugasnya kepala sekolah lebih banyak 
memerlukan kemampuan atau keterampilan merencanakan, 
mengorganisasikan, menggerakan, mengendalikan, mewakili, 
komunikasi dan mengarahkan secara strategis dan taktis dalam mencapai 
tujuan tertentu. Tetapi suatu kenyataan yang ada, bahwa kualitas kepala 
sekolah pada saat ini belum seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi 
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sumberdaya manusia yang 
berperan sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana organisasi sebagai 
aparat mencapai tujuan, dan koordinasi sebagai mekanisme dan strategi. 
Akibatnya matarantai atau tahap-tahap pengelolaan kepala sekolah belum 
dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan (Wahjosumidjo, 
2011: 111). 
Teknologi dan informasi saat ini berkembang sangat pesat oleh 
karena itu, kepala sekolah harus bisa menguasai instrumen ini dan kepala 
sekolah harus akrab dengan teknologi informasi. Teknologi komunikasi 
dan informasi sangat mendukung kepala sekolah dalam menjalankan 
kepimimpinannya, mengembangkan visi dan misi, membuat keputusan, 
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memimpin implementasi program pembelajaran, meningkatkan 
produktivitas dan praktek-praktek profesional, menjalin komunikasi 
eksternal, tranformasi data, dan lain-lain. Kepala sekolah yang baik harus 
mampu menampilkan diri sebagai kepala sekolah dalam situasi apa pun.  
Tidak ada yang menyangkal bahwa kepala sekolah merupakan pimpinan 
institusi pembelajaran. Penyangkalan sering muncul di lapangan, ketika 
masih banyak kepala sekolah yang tidak tampil prima dalam memimpin 
orang-orang atau organisasi serta dalam melakukan kemitraan dengan 
institusi yang membawahinya dan lembaga lain. Oleh karena itu 
diadakan seleksi kepala sekolah yang bertujuan untuk mencari kepala 
sekolah yang berkualitas sehingga meningkatkan mutu kepala sekolah 
(Wahjosumidjo, 2011: 423-428). 
Wahjosumidjo (2011: 353) menyatakan, salah satu usaha agar 
seleksi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya diperlukan standar 
seleksi yang didefenisikan lebih sempurna dan spesifik. Standar seleksi 
atau tingkat yang menunjukkan derajat keunggulan yang menjadi syarat 
untuk menjadi seorang kepala sekolah. Standar kriteria kepala sekolah 
ditentukkan dari berbagai aspek sebagai berikut :  
1. Intellegence ( tingkat kecakapan mental )  
2. Preparation  
3. Pengalaman  
4. Specialized skills 
5. Karakter pribadi ( kecakapan bergaul ) 
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6. Kualitas latar belakang 
Standar atau kriteria tersebut untuk mengukur kemampuan atau 
keunggulan masing-masing kepala sekolah yang diseleksi. Agar kepala 
sekolah yang lulus seleksi merupakan kepala sekolah yang benar-benar 
seseorang yang layak untuk memimpin sekolah. 
C. Kebijakan 
1. Definisi Kebijakan 
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 
pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 
kepemimpinan, dan cara bertindak. Monahan dalam Syafaruddin (2008: 
75) menyatakan, kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) 
diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). 
Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan 
organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima 
pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar 
tujuannya. 
Istilah kebijakan (policy) sering diartikan sebagai sebuah keputusan 
yang menyatakan kehendak, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai 
pedoman dalam mencapai sasaran dan bersifat mengikat pihak-pihak 
yang terkait. H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho (2008: 140) menegaskan, 
kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai strategi 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat pada 
kurun waktu tertentu. Kebijakan sebagai suatu program yang berorientasi 
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pada pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yeng terarah 
berasal dari pemerintah atau organisasi. 
Nichols (Syafaruddin, 2008: 76) menegaskan, kebijakan adalah 
suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh 
pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang 
dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. 
Kebijakan merupakan segala perbuatan yang dikehendaki 
pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dirumuskan dalam 
suatu kebijakan, untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai melalui 
program-program pemerintah. Setiap kebijakan negara tidak bisa 
dilepaskan dari tujuan keberadaan negara tersebut. Negara dengan segala 
fungsinya berhak untuk membuat atau tidak membuat suatu kebijakan 
(Yoyon Bahtiar Irianto, 2012: 34). 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan 
suatu keputusan perorangan atau oleh suatu kelompok yang dibuat 
sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan melalui suatu tindakan atau 
program. Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan 
dan merupakan seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan 







2. Kebijakan Pendidikan 
Kebijakan pendidikan  merupakan bagian dari kebijakan atau 
kebijakan negara pada umumnya. Kebijakan pendidikan (educational 
policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang 
bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik 
terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk 
satu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam 
menyelenggarakan pendidikan (Arif Rohman, 2009: 109). 
Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 
Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang 
dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan 
dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari 
kebijakan tersebut dalam prakteknya. Melihat kenyataan bahwa proses 
pendidikan terjadi dalam masyarakat dengan berbagai aspek kehidupan 
seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, maka suatu kebijakan 
pendidikan adalah suatu kajian dari berbagai pakar (H.A.R Tilaar, 2008: 
140-143). 
Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita 
ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. 
Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia 
lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan 
mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat 
modern atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat lagi 
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dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun 
masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam 
masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang 
bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya 
dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan 
tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga tujuan 
pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu 
dapat tercapai (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18). 
Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu 
proses bagi pendidikan untuk mencapai strategi yang berisikan keputusan 
dan tindakan yang mengalokasikan nilai-nilai demi terwujudnya visi dan 
misi pendidikan. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa 
undang-undang pendidikan, intruksi presiden, peraturan pemerintah, 
keputusan pengadilan, peraturan mentri, dan sebagainya yang 
menyangkut pendidikan. 
3. Kebijakan Sekolah 
Sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan 
merupakan lembaga yang berperan dalam keberhasilan sistem pendidikan 
nasional. Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab dalam 
menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan sekolah termasuk spektrum 
kebijakan pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan turunan dari 
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kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Syafaruddin, 2008: 
117). 
Duke dan Canady (Syafaruddin, 2008: 118) menyatakan, kebijakan 
sekolah merupakan kerjasama dan keputusan oleh individu atau 
keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, 
pengawas, administator sekolah atau komite sekolah dan tanggung jawab 
bagi kontrak negosiasi. Biasanya kebijakan sekolah dituliskan dan dibagi 
kepada personel sekolah untuk memperjuangkannya melalui berbagai 
kegiatan sekolah. 
Thompson (Syafaruddin, 2008: 118) menjelaskan bahwa suatu 
kebijakan sekolah dibuat oleh orang yang terpilih bertangung jawab 
untuk membuat kebijakan pendidikan, dewan sekolah unsur lain diberi 
kewenangan membuat kebijakan, baik kepala sekolah, pengawas, atau 
administator yang memiliki kewenangan mengelola kebijakan dari dewan 
sekolah. Secara khusus, pembuatan kebijakan adalah suatu element 
penting dalam hubunga sekolah dengan masyarakat yang dilayani. 
Sekolah memerlukan kebijakan pengembangan yang diarahkan 
kepada pencapaian kualitas unggul. Untuk menangkap dengan baik 
persaingan antar sekolah dan antar daerah maka usaha pengembangan 
sekolah diperlukan oleh semua warga sekolah (Syafaruddin, 2008: 135-
136). Kebijakan sekolah dapat diartikan sebagai turunan dari kebijakan 
pendidikan yang berisi suatu pedoman dalam mengelola sekolah, 
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dirumuskan baik secara individu maupun kelompok secara sah sesuai 
dengan tujuan pengembangan masing-masing sekolah. 
4. Proses perumusan kebijakan 
Pembuatan atau perumusan kebijakan merupakan hal yang penting 
di sebuah lembaga. Kebijakan dalam sebuah lembaga yang nantinya akan 
mempengaruhi kemajuan suatu lembaga tersebut. Karenanya, 
kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan 
terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi 
terwujudnya kebijakan yang cepat, tepat dan memadai. 
Suatu kebijakan dibuat dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi 
oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika adanya 
ketidaksesuaian antara keinginan dengan kenyataan yang menjadikan 
kebijakan itu dibuat agar tujuan atau keinginan itu tercapai. Arif Rohman 
(2012: 90) menyatakan, suatu kebijakan pendidikan dirancang dan 
dirumuskan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan, sebenarnya 
tidak begitu saja dibuat. Kebijakan pendidikan dirumuskan secara hati-
hati terlebih yang menyangkut dengan persoalan krusial atau persoalan 
makro. 
Proses perumusan kebijakan sekolah yang benar yaitu melalui 
tahap-tahap seperti dalam tahap perumusan kebijakan publik. Proses 
pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena 
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus diuji. Oleh karena 
itu, para ahli pembuat kebijakan membagi proses-proses ke dalam 
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beberapa tahap yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam 
mengkaji kebijakan publik. Proses perumusan kebijakan publik dibagi 
menjadi 5 tahap oleh William N. Dunn dalam tahapan-tahapan kebijakan 
publik terdiri dari: 
a. Penyusunan Agenda 
Dalam penyusunan agenda  para pejabat yang dipilih dan 
diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya 
masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk 
kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk 
ke agenda kebijakan para perumu kebijakan. 
b. Formulasi Kebijakan 
Masalah yang telah masuk ke agenda  kebijakan kemudian 
dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 
didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 
Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. 
Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 
sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 
c. Adopsi Kebijakan 
Dari beberapa alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 
perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan 
tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 




d. Implementasi Kebijakan 
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit 
administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan 
manusia. 
e. Evaluasi atau Penilaian Kebijakan 
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 
dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat. 
Ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 













Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik 








Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa perumusan 
kebijakan publik dilakukan dengan melalui tahap-tahap atau proses yang 
saling terkait. Artinya, kebijakan publik tidak timbul secara mendadak, 
melainkan melalui suatu proses tertentu yang berkaitan dengan tujuan-
tujuan kebijakan. Proses yang dilalui oleh kebijakan publik merupakan 
suatu rangkaian yang saling berkaitan, yang setiap tahap dalam rangkaian 
prosesnya akan mempengaruhi tahap-tahap lainnya. 
Muchlis Hamdi ( 2014: 79) menyatakan, para ahli kebijakan publik 
berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokan tahap-tahap tersebut. 
Pada umumnya roses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan ke 
dalam lima tahap berikut: penentuan agenda, alternatif kebijakan, 
penetapan kebijakan, pelaksanaan atau implementasi kebijakan, dan 
penilaian atau evaluasi kebijakan. Rangkaian tahap dalam proses 








Gambar 2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik 













Dari gambar di atas agenda dalam proses pembuatan kebijakan 
publik merupakan proses untuk menjadikan suatu masalah agar mendapat 
perhatian dari pembuat kebijakan. Kemudian dari agenda dibuat 
perumusan alternatif kebijakan yang pada dasarnya adalah hasil dari 
kegiatan peramalan mengenai kondisi yang perlu atau dapat diwujudkan 
berkaitan dengan pemecahan masalah kebijakan. Dari alternatif 
kebijakan yang ada lalu diambil keputusan kebijakan atau penetapan 
kebijakan yang kemudian di implementasikan dan dievaluasi. 
 
D. Penelitian yang Relevan 
1. Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Memotivasi 
Guru SD di Gugus I Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo 
Tahun 2012 Oleh KI Ageng Puspanegara. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya kepemimpinan yang 
digunakan kepala sekolah yaitu gaya kepemimpinan otokratik, 
demokratis, dan permisif. Gaya kepemimpinan yang dilakukan secara 
efektif memberikan motivasi kepada guru di gugus I Kecamatan Wates, 
Kabupaten Kulon Progo tahun 2012. 
2. Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Gaya Kepemimpinan Kepala 
Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMK Ardjuna 1 Malang Oleh 
Vita Varadila Rensa. 
Hasil Penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh antara motivasi 
kerja terhadap kinerja guru di SMK Ardjuna 1 Malang dan terdapat 
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pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 
bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah (X2) lebih berpengaruh 
dominan terhadap variabel kinerja guru (Y). 
Dari kedua penelitian yang relevan tersebut penelitian yang penulis 
lakukan sedikit berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu 
tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah. Penelitian ini mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang dipakai 
kepala sekolah sehari-hari khususnya dalam merumuskan kebijakan 
sekolah. Kemudian menitikberatkan pada perumusan kebijakan sekolah 
yang dibuat oleh kepala sekolah dengan gaya kepemimpinannya. 
 
E. Kerangka Berpikir 
Kepala Sekolah selaku pempinan tentunya memiliki tanggungjawab 
untuk mengelola program peningkatan mutu pendidikan dan perumusan 
kebijakan sekolah. Oleh karena itu, Kepala Sekolah seharusnya dapat 
melaksanakan pengawasan secara efektif sebagaimana diamanahkan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 
Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Pentingnya keberhasilan pengawasan 
terhadap peningkatan mutu pendidikan tentunya menambah tuntutan bagi 
terlaksananya program-program atau kebijakan yang dirumuskan oleh 
Kepala Sekolah. 
Berdasarkan observasi di lapangan terhadap fenomena yang terjadi, 
masih terlihat bahwa gaya kepemimpinan dalam perumusan kebijakan 
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sekolah yang dilakukan kepala sekolah seringkali terlihat sebagai kegiatan 
untuk mengadili guru dan tanpa memberikan umpan balik yang memadai. 
Perumusan kebijakan sekolah masih bersifat umum. Hal tersebut 
mengakibatkan tidak adanya umpan balik dari guru ke kepala sekolah atau 
hal itu terjadi hanya terbatas pada masalah-masalah umum dan kurang 
mengarah pada aspek yang dibutuhkan guru. Hal ini juga sekaligus 
menyebabkan guru memiliki persepsi yang kurang tepat terhadap gaya 
kepemimpinan dari Kepala Sekolah. Tidak jarang terjadi, Kepala Sekolah 
menjaga jarak dengan guru-guru yang sehingga jalinan kekeluargaan 
menjadi tidak tampak. Dengan kondisi tersebut, banyak guru yang berusaha 
menampakkan kinerja terbaiknya hanya saat observasi berlangsung 
sehingga kinerja guru yang sesungguhnya tidak dapat terukur. 
Penelitian ini akan melihat gaya kepemimpinan kepala sekolah 
didalam memimpin suatu sekolah khususnya dalam perumusan kebijakan 
sekolah, dan melihat bagaimana perumusan kebijakan sekolah yang ada 
dibuat dengan gaya atau model kepemimpinannya sehingga mengetahui 
gaya kepemimpinan kepala sekolah yang baik yang harus diterapkan di 
sekolah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu merumuskan 
suatu gaya kepemimpinan kepala sekolah yang tepat yang nantinya 
bermanfaat sebagai panduan bagi kepala sekolah yang lain. 
Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
memberdayakan komponen-komponen yang ada di sekolah dalam hal ini 
guru. Guru merupakan salah satu komponen sekolah yang memegang 
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peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan sekolah. Oleh karena 
itu guru dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kemampuan 
yang dimilikinya. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk 
memimpin sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran, dan 
mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian agar tujuan sekolah dapat 
tercapai, maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
dituntut memiliki kapasitas yang memadai sebagai seorang pemimpin. Peran 
kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja dan 
profesionalisme seorang guru sangatlah besar. Mengingat dengan 
kepemimpinan yang baik, kepala sekolah diharapkan mampu 
mempengaruhi dan menggerakkan para guru guna meningkatkan 
kompetensi profesionalnya. Dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah 
yang tepat diharapkan proses perumusan kebijakan sekolah dapat dihasilkan 
dengan baik, agar kebijakan sekolah yang dibuat terlaksana sesuai dengan 































Gambar 2. Kerangka berfikir 



















F. Pertanyaan Penelitian 
1. Kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor lebih dominan menggunakan 
gaya kepemimpinan kepala sekolah apa? Dari ke tiga gaya 
kepemimpinan yaitu otokratik, demokratis, dan permisif, apakah kepala 
sekolah SD N 1 Purbalingga Lor selalu menggunakan salah satu gaya 
kepemimpinan tersebut atau memadukan antara ke tiga gaya 
kepemimpinan tersebut dalam kepemimpinannya? 
2. Ada banyak teori gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan kepala 
sekolah. Gaya kepemimpinan kepala sekolah ada tiga yaitu; yaitu 
otokratik, demokratis, dan permisif. Sesuai dengan situasi dan kondisi di 
sekolah baik guru ataupun muridnya, dalam perumusan kebijakan 
sekolah yang dibuat gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa? Dari 
berbagai kebijakan sekolah yang dibuat apakah semuanya dibuat dengan 
gaya kepemimpinan yang sama atau tiap-tiap kebijakan dibuat dengan 
model atau gaya kepemimpinan yang berbeda? 
3. Pembuatan atau perumusan kebijakan merupakan hal yang penting di 
sebuah lembaga sekolah. Kebijakan sekolah tersebut yang nantinya akan 
mempengaruhi kemajuan suatu sekolah. Dalam perumusan kebijakan 
gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh agar kebijakan 
yang dibuat dapat terlaksana dengan baik. Apakah yang membuat gaya 
kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah di SD 
N 1 Purbalingga Lor itu berhasil dilihat dari kebijakan sekolah yang 
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sudah dijalankan dan prestasi yang dicapai dari sekolah tersebut? Gaya 
kepemimpinan kepala sekolah apa yang membuat sekolah yang 



























A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian atau jenis penelitian merupakan keseluruhan 
cara atau kegiatan yang  dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan 
penelitian mulai dari perumusan masalah sampai dengan penarikan 
kesimpulan (Muhamad Ali 1965: 81). Sedangkan menurut Tatang M. 
Amirin (1990: 33-34) pendekatan penelitian adalah bagaimana kita 
meninjau, melihat, memperlakukan atau mendekati suatu masalah yang 
akan menentukan sifat penelitian, yaitu apakah bersifat menggali, 
mengungkap segala aspek yang termasuk variabel penelitian tersebut, 
apakah akan menelusuri sejarah perkembangan sesuatu, apakah akan 
menentukan sebab akibat, apakah akan membandingkan, apakah akan 
menghubung-hubungkan, apakah mengadakan perbaikan serta 
penyempurnaan dan lain-lain. 
Penelitian dengan judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Perumusan Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor” ini termasuk 
kedalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini hanyalah 
menggambarkan dan menjabarkan secara sistematis tentang hal-hal yang 
berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor. 
B. Waktu dan tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2014 sampai Juli 2014. 




C. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk 
variabel penelitian melekat yang dipermasalahkan. Objek penelitian adalah 
variabel penelitian yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika 
suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2005: 88). Subjek dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa yang menyaksikan gaya 
kepemimpinan kepala sekolah sekaligus melaksanakan perumusan 
kebijakan sekolah yang dibuat tersebut. Obyek penelitian pada penelitian ini 
adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor yang 
terfokus pada perumusan kebijakan sekolah. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Tatang M. Amirin (1990: 94) mengemukakan bahwa teknik-teknik 
yang bisa digunakan untuk menggali data adalah: tes, angket atau kuesioner, 
wawancara atau interview, observasi, dan pengamatan atau dokumen. 
Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan 
data (Suharsimi Arikunto, 1989: 174). 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka ada beberapa 








Metode wawancara digunakan untuk mengetahui apa yang 
terkandung di dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana 
pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak dapat kita 
ketahui melalui observasi. Sebelum mengadakan wawancara peneliti 
membuat berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan variabel 
yang diteliti. Perumusan pertanyaan ini dilakukan agar tidak terjadi 
kekosongan pembicaraan dalam wawancara di lapangan. Wawancara 
dilaksanakan sebelum atau sesudah observasi pada lokasi penelitian. 
Dalam penelitian ini metode wawancara digunakan untuk menggali 
data tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor. 
Dalam melakukan wawancara perlu dibuat tema atau inti dari 
pertanyaan agar pertanyaan tidak melenceng dari apa yang akan 
diteliti. Tema atau ini pertanyaan dalam wawancara sebagai berikut. 
Tabel. 1 Tema Pertanyaan Wawancara 
No. Aspek yang diteliti Sumber 
1. Perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah 
Kepala sekolah dan Guru 
2. Pelaksanaan kebijakan sekolah Kepala sekolah dan Guru 







Metode observasi digunakan untuk mengetahui pelaksanaan 
kegiatan di lapangan. Artinya peneliti mengamati langsung segala 
kegiatan dan hal-hal yang berkaitan dengan responden. Obervasi 
dilakukan sejak awal penelitian sampai akhir penelitian. Metode 
observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data tentang 
gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor. 
Observasi akan dilakukan untuk melihat bagaimana kegiatan dan 
gaya kepemimpinan kepala sekolah khususnya dalam merumuskan 
kebijakan sekolah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam observasi 
yaitu sebagai berikut. 
Tabel. 2 Aspek yang Diteliti Melalui Observasi 
No. Aspek yang diteliti Observasi melalui 
1. Perencanaan perumusan 
kebijakan sekolah 
Pengamatan roses perencanaan 
kebijakan sekolah pada saat rapat 
2. Gaya kepemimpinan kepala 
sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah 
Perilaku kepala sekolah dalam 
merumuskan kebijakan sekolah dan 
perilaku sehari-hari dalam memimpin 
3. Pelaksanaan kebijakan sekolah Melihat kebijakan sekolah yang 
dijalankan atau yang telah berjalan 
4. Evaluasi kebijakan sekolah Melihat ada atau tidak evaluasi pada 







Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi 
yang lengkap. Koentjoroningrat (1993: 63) menyatakan, dokumentasi 
merupakan metode penelitian ilmiah yang menggunakan dokumen 
sebagi acuan dalam menguraikan data variabel seperti tulisan-tulisan, 
catatan harian, artikel-artikel dan sebagainya. Dokumen digunakan 
untuk mengetahui gejala-gejala sosial. Metode dokumentasi dalam 
penelitian ini digunakan untuk mendapatkan bukti otentik tentang 
perumusan kebijakan yang dibuat di Sekolah Dasar Negeri 1 
Purbalingga Lor. 
Dokumentasi yang dapat diambil untuk mendukung penelitian 
tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah yaitu sebagai berikut. 
Tabel. 3 Aspek yang Diteliti Melalui Dokumentasi 
No. Aspek yang diteliti Melalui dokumentasi 
1. Perencanaan dan perumusan kebijakan 
sekolah 
Data rancangan kebijakan 
yang dibuat 
2. Pelaksanaan kebijakan sekolah Foto dan data hasil yang 
dicapai dari kebijakan 
sekolah yang dibuat 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu pada waktu peneliti 
menggunakan suatu metode (Suharsimi Arikunto, 1991: 38). Instrumen 
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yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pedoman wawancara, pedoman 
observasi dan pedoman dokumentasi. 
Pedoman wawancara diterapkan untuk memperoleh data kualitatif 
secara mendalam mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
perumusan kebijakan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor. 
Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru, dan murid di sekolah 
tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang diambil 
yaitu Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perumusan Kebijakan 
Sekolah. 
Pedoman observasi diterapkan untuk memperoleh data senyatanya 
tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah yang ada di lapangan. Observasi dilakukan dengan melihat secara 
langsung gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah. 
Pedoman dokumentasi digunakan untuk memperoleh bukti dokumen 
tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
yang ada di lapangan, yaitu dengan mengambil data-data yang ada di 
sekolah yang menunjukan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan 
dilaksanakan. 
 
F. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini akan berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan 
tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
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sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor. Analisis data dilakukan 
sesuai dengan tujuan dan metode penelitian yang digunakan. Dalam 
penelitian ini teknik yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif. 
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan 
yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 
dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah seluruh data 
dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah 
mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara 
mengabstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman 
yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga 
sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah 
menyusunnya dalam bentuk satuan-satun kemudian 
dikategorisasikan. Tahap akhir dari analisis data ini adalah 
mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, 
mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara 
menjadi teori substantif dengan menggunakan metode tertentu 
(Moleong, 2014: 247). 
 
Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak 
awal atau penelitian dimulai. Kesimpulan tersebut pada awalnya bersifat 
tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan tersebut 
akan menjadi lebih valid. 
 
G. Keabsahan Data 
Untuk meningkatkan derajat kepercayaan data maka dalam penelitian 
ini dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pelaksanaan teknik 
keabsahan data ini didasarkan pada kriteria tertentu (Lexy J. Moleong, 
2014: 324). Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan 
(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 
dan kepastian (confirmaility). 
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Dari keempat kriteria tersebut penelitian ini hanya menggunakan 
derajat kepercayaan (credibility) sebagai kriteria dalam teknik keabsahan 
data. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dengan 
menggunakan teknik trianggulasi.  
Pada dasarnya kegiatan triangulasi, adalah pengecekan terhadap data 
baik melalui sumber, teori, metode dan penyidik. Dalam penelitian ini 
menggunakan trianggulasi sumber dan teknik yaitu membandingkan antara 
pengamatan lapangan dengan data hasil wawancara dan dokumen yang 
























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian dengan judul ”Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 
Perumusan Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor” ini merupakan 
penelitian deskriptif yang dilakukan antara bulan Mei hingga Juli 2014. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Berikut ini dijabarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 
merupakan jawaban dari  rumusan masalah.  
A. Deskripsi Data 
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Purbalingga 
Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di 
utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten 
Banyumas di barat dan selatan. Kabupaten Purbalingga terletak pada 101° 
11" BT - 109°35" BT dan 7°10" LS - 7°29 LS" terbentang pada altitude ± 
40 - 1.500 meter di atas permukaan laut dengan dua musim yaitu musim 
Hujan antara April - September dan musim Kemarau antara Oktober -
 Maret. 
Secara umum Purbalingga termasuk dalam iklim tropis dengan rata-
rata curah hujan 3,739 mm - 4,789 mm per tahun. Jumlah curah hujan 
tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan 
terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah 
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Kabupaten Purbalingga antara 23.20° C - 32.88° C dengan rata - rata 
24.49° C. 
Purbalingga berada di cekungan yang diapit beberapa rangkaian 
pegunungan. Di sebelah utara merupakan rangkaian pegunungan (Gunung 
Slamet dan Dataran Tinggi Dieng). Bagian selatan merupakan Depresi 
Serayu, yang dialiri dua sungai besar Kali Serayu dan anak sungainya, 
Kali Pekacangan. Anak sungai lainnya yaitu seperti Kali Klawing, Kali 
Gintung, dan anak sungai lainnya. Ibu kota Kabupaten berada 
di Purbalingga, sekitar 21 km sebelah timur laut Purwokerto. 
2. Gambaran Umum SD N 1 Purbalingga Lor 
Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor terletak di Jl. Pujowiyoto 
No. 14 Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. 
Letak sekolah dapat dikatakan strategis karena terletak di pusat kota dan 
dijangkau kendaraan umum. Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor 
didirikan pada tahun 1947 dan langsung beroprasi pada tahun 1947. Luas 
tanah Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor yaitu 4.000 m2 dengan 
status tanah milik sendiri. Gedung sekolah yang digunakan oleh Sekolah 
Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor juga berstatus milik sendiri atau milik 
Sekolah Dasar Negeri 1 Puralingga Lor. 
Sejak awal berdirinya hingga sekarang Sekolah Dasar Negeri 1 
Purbalingga Lor telah menorehkan banyak prestasi sehingga mendapat 
kepercayaan penuh dari seluruh masyarakat Purbalingga. Sekolah Dasar 
Negeri 1 Purbalingga Lor merupakan Sekolah Dasar unggulan di 
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Kabupaten Purbalingga. Karena letaknya yang strategis di pusat kota, 
maka peserta didik yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 
Purbalingga Lor berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. 
Orang tua peserta didik sebagian besar PNS, dan para pejabat di 
lingkungkungan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga. 
Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor memiliki memiliki kelas 12 
dengan tenaga guru dan penjaga yang terdiri dari 23 orang yang hampir 
semuanya sudah berlatar pendidikan S1 dan kepala sekolah sudah berlatar 
pendidikan S2. Gambaran tentang daftar guru dan penjaga di SD N 1 
Purbalingga Lor dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel. 4 Daftar Guru dan Penjaga 
No Jabatan Jumlah 
1 Kepala Sekolah  1 
2 Guru Kelas 10 
3 Guru Mata Pelajaran 3 
3 Guru Wiyata Bakti 4 
5 Tata Usaha Wiyata Bakti 1 
6 Pustakawan 1 
7 Penjaga 1 
8 Penjaga Wiyata Bakti 1 
9 Satpam 1 
 JUMLAH 23 
Sumber: Data SD N 1 Purbalingga Lor 
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Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor mempunyai visi, yaitu 
“Terwujudnya Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor yang Religius, 
Smart, Berkarakter Indonesia”. Kemudian dijabarkan dalam misi, yaitu: 
1. Mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, 
kreatif dan menyenangkan sehingga peserta didik mampu 
mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kecerdasan dan 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
2. Menanamkan keyakinan melalui pengalaman ajaran agama sehingga 
peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan akhlak 
mulia. 
3. Mengembangkan pengetahuan di bidang IPTEK, bahasa, olah raga, 
dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat dan potensi peserta didik. 
4. Menjalin kerja sama yang harmonis antar warga sekolah dengan 
lingkungan. 
Visi dan misi tersebut tentunya memiliki tujuan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan meskipun mengalami pergantian kepemimpinannya. 
Peningkatan mutu pendidikan tersebut yaitu peningkatan dari segi 
akademik maupun non akademik, seperti peningkatan sarana dan 
prasarana sekolah, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan lain-
lain. SD N 1 Purbalingga Lor sangat mengedepankan terwujudnya siswa 
yang berkarakter baik, dan dari Misi yang telah dibentuk SD N 1 
Purbalingga Lor bahwasannya SD N 1 Purbalingga Lor dalam manajemen 
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dan kegiatannya  tidak hanya melibatkan warga sekolah saja, akan tetapi 
pihak sekolah juga melibatkan peran serta dengan lingkungan yaitu orang 
tua dan masyarakat. Dengan begitu keikutsertaan orang tua dan 
masyarakat dapat membuat SD N 1 Purbalingga banyak diminati 








































































































Pengelolaan SD N 1 Purbalingga Lor menjadi tanggung jawab penuh 
kepala sekolah. Tugas guru SD N 1 Purbalingga Lor adalah melaksanakan 
pendidikan dan pengajaran sebagai guru kelas sesuai pembagian tugas oleh 
kepala sekolah. 
Sekolah adalah lembaga pendidikan dan pengajaran secara formal, 
sekolah merupakan sumber disiplin dan tempat berdisiplin untuk mencapai 
ilmu pengetahuan yang dicita-citakan dan sekolah merupakan pusat 
kebudayaan. Setiap siswa yang masuk ke sekolah haruslah mentaati 
peraturan sekolah, mampu menjunjung dan membela nama baik sekolah. 
Semua siswa berkewajiban menghormati orang yang lebih tua di 
lingkungan sekolah yaitu Guru, Karyawan,  dan sesama Siswa. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap sekolah membuat 
peraturan disiplin siswa. Peraturan disiplin siswa tersebut antara lain: 
1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai dan berbaris 
secara teratur di depan kelasnya setelah tanda masuk dibunyikan 
2. Mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan baik dan teratur 
3. Mengerjakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya 
4. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya 
5. Hadir dan meninggalkan kelas tepat waktu 
6. Memiliki kelengkapan belajar, seperti buku dan kelengkapan lainnya 
7. Melaksanakan upacara bendera, senam pagi dan kegiatan lainnya 
8. Melaksanakan kegiatan 7 K 
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9. Tidak meninggalkan sekolah atau kelas sebelum mendapat ijin kepala 
sekolah atau guru yang bersangkutan 
10. Mematuhi tata tertib sekolah atau kelas dan ketentuan lainnya yang 
berlaku di sekolah 
Selain peraturan disiplin siswa, sekolah juga menerapkan peraturan 
disiplin bagi guru. Adapun peraturan disiplin guru adalah sebagai berikut: 
1. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan ulang 
setelah jam pelajaran selesai 
2. Menandatangani daftar hadir setiap hari 
3. Mengatur sisa yang akan masuk kelas dengan berbaris secara teratur 
4. Hadir dan meninggalkan kelas tepat waktu 
5. Melaksanakan semua tugasnya secara tertib dan teratur 
6. Membuat program pembelajaran 
7. Membuat persiapan mengajar sebelum memberikan pelajaran 
8. Mengikuti upacara, peringatan atau hari nasional dan acara lainnya 
yang diselenggarakan oleh sekolah 
9. Memeriksa setiap pekerjaan atau latihan siswa serta menilai dan 
mengembalikannya kepada siswa 
10. Menyelesaikan administrasi kelas secara baik dan teratur 
11. Tidak meninggalkan sekolah tanpa seijin kepala sekolah 
12. Melaksanakan 7 K 
13. Berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
14. Memeriksa kebersihan anak secara berkala 
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15. Melaksanakan ulangan harian minimal 5 kali dalam satu semester dan 
ulangan semester 
16. Tidak merokok selama berada di lingkungan sekolah 
17. Mengisi buku batas pelajaran setiap selesai pelajaran 
18. Mempersiapkan dan memeriksa alat yang akan digunakan dalam 
pelajaran atau praktek serta mengembalikan pada tempat semula 
19. Mengawasi siswa selama jam istirahat 
20. Mengikuti senam yang dilaksanakan bersama-sama siswa di 
sekolahannya 
21. Mencatat kehadiran siswa setiap hari 
22. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan 
program pengayaan kepada yang mempunyai kecakapan lebih 
23. Mengatur pemindahan tempat duduk siswa secara berkala 
24. Melaporkan kepada atasan untuk semua tugas yang dibebankannya 
Dalam pelaksanaan kebijakan sekolah sering dijumpai biaya atau 
dana yang diperlukan sebagai penunjang sarana kebijakan. Sumber dana 
dalam penunjang sarana kebijakan SD N 1 Purbalingga Lor yaitu dari 
berbagai pihak. Mengacu pada kebijakan pemerintah dalam bidang 
pendidikan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan oleh pemerintah tidak 
memungut biaya apapun dari siswa, maka SD N 1 Purbalingga Lor bersifat  
“gratis“ bagi masyarakat khususnya siswa. Biaya operasional pelaksanaan 
pembelajaran  dan kebutuhan SD N 1 Purbalingga Lor dipenuhi dari dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat 
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dan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)  yang berasal dari pemerintah 
Kabupaten Purbalingga. BOS dan BOSDA dipergunakan untuk  
membiayai pengeluaran yang bersifat rutin yaitu gaji guru dan karyawan 
honorer, rekening listrik, air, telepon, dan penyelenggaraan rapat sekolah. 
Sedangkan untuk kebutuhan sekolah terkait pembangunan fisik dan 
insidental, sekolah berkoordinasi dengan wali siswa dan Komite Sekolah. 
Wali Siswa dan Komite Sekolah SD N 1 Purbalingga Lor berkoordinasi 
dengan sekolah dengan mekanisme: sekolah menyampaikan kebutuhan 
sekolah yang menunjang pembelajaran siswa. Wali Siswa dan Komite 
Sekolah akan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut sesuai kemampuan 
baik dengan iuran maupun upaya mencarikan dari pihak lain. Ini semua 
dilakukan dan dirapatkan supaya pendanaan di SD N 1 Purbalingga Lor 
bersifat fleksibel dan transparan. Dana yang didapatkan SD N 1 
Purbalingga Lor berasal dari: 
a. Dana dari Pemerintah 
Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin 
dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua 
sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin 
dan besarnya biaya ditentukan terlebih dahulu. 
b. Dana dari Orang Tua Siswa 
Dana ini disebut dana BP3 (Bantuan Penyelengaraan dan 
Pembinaan). Besarnya sumbangan dana BP3 yang harus dibayar oleh 
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orang tua siswa ditentukan oleh rapat BP3. Pada umumnya dana BP3 
terdiri atas: 
1) Dana  tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus  dibayar oleh 
orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.  
2) Dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya 
hanya satu kali dalam tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya 
dapat di angsur).  
3) Dana sukarela yang ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu 
yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara 
suka rela.  
c. Dana  dari Masyarakat 
Dana ini biasanya merupakan sumbangan suka rela yang tidak 
mengikat dari angota-angota masyarakat sekolah yang menaruh 
perhatian terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Sumbangan suka 
rela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya 
karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan 
pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, suatu 
organisasi, yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah 
maupun milik swasta. 
d. Dana dari Alumni 
Bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu 
sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat 
dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah 
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dari para alumni merupakan sumbangan sukarela dan tidak mengikat 
dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung 
kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan 
sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada 
juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah. 
 
3. Data Informan 
Wawancara dilakukan kepada Kepala Sekolah dan Guru di SD N 1 
Purbalingga Lor. Wawancara dengan AW dan Pak FQ dilaksanakan pada 
tanggal 11 Juni 2014, wawancara dengan RM dilaksanakan pada tanggal 
12 Juni 2014, wawancara dengan HT dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 
2014, wawancara dengan SD dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2014. 
1. Informan pertama 
AW adalah guru kelas 1B yang lahir pada tanggal 15-05-1977 
(berusia 37 tahun). Lulus sarjana pendidikan pada tahun 2008 dan 
bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor 
sejak tahun 2008. 
2. Informan kedua 
FQ adalah guru kelas 4B yang lahir pada tanggal 19-04-1978 
(berusia 36 tahun). Lulus sarjana pendidikan pada tahun 2011 dan 
bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor 
sejak tahun 2011. 
3. Informan ketiga 
RM adalah Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri N 1 
Purbalingga Lor yang lahir pada tanggal 19-05-1967 (berusia 47 
tahun). Lulus S2 pada tahun 2014 dan bekerja sebagai kepala 




4. Informan ke-empat 
HT adalah guru kelas 5A yang lahir pada tanggal 04-10-1960 
(berusia 54 tahun). Lulus S1 pada tahun 2008 dengan ijazah d2 
sebelumnya dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga 
Lor sejak tahun 2002. 
5. Informan kelima 
SD adalah guru kelas 2A yang lahir pada tanggal 05-11-1960 
(berusia 54 tahun). Lulus S1 pada tahun 2008 dengan ijazah D2 
sebelumnya dan mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga 
Lor sejak tahun 1999. 
 
B. Hasil Penelitian 
Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian mulai dari berbagai 
permasalahan yang ditemui peneliti dalam penelitian di lapangan. Hasil 
penelitian ini berpedoman pada data hasil observasi dan wawancara yang 
telah diolah oleh peneliti. Aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini 
adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan 
sekolah. 
Seperti telah dipaparkan dalam BAB III bahwa dalam penelitian ini 
berusaha mendeskripsikan atau memaparkan tentang gaya kepemimpinan 
kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah di SD N 1 Purbalingga 
Lor yang terdiri dari: (a) Gaya Kepemimpinan Otokratik, (b) Gaya 
Kepemimpinan Demokratis, (c) Gaya Kepemimpinan Permisif. 
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara 
disertai dengan observasi dan dokumentasi. Dari hasil observasi dan 
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wawancara di SD N 1 Purbalingga Lor mengenai gaya kepemimpinan 
kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah, maka dapat dilihat 
gaya kepemimpinan yang digunakan kepala sekolah sehari-hari atau dalam 
perumusan kebijakan sekolah dan hasilnya terhadap kemajuan SD N 1 
Purbalingga Lor. 
1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perumusan Kebijakan 
di SD N 1 Purbalingga Lor 
Gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat 
penting dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan 
kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh gaya kepemimpinan 
seorang pemimpin dalam organisasi tersebut.   
Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa gaya 
kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga 
Lor lebih demokratis karena dalam penyusunan agenda dan formulasi 
kebijakan dalam perumusan kebijakan sekolah seorang kepala sekolah 
memusyawarahkan atau mengadakan rapat terlebih dahulu kebijakan 
sekolah yang akan dibuat dan kepala sekolah mengambil keputusannya 
menggunakan suara terbanyak. Hal itu sesuai dengan yang 
diungkapkan oleh AW: 
“Perencanaan perumusan kebijakan sekolah yaitu dengan 
cara kepala sekolah memusyawarahkan dengan dewan 
guru apabila kebijakan sekolah yang akan dibuat 
mencakup lingkup sekolah, dan apabila mencakup lingkup 
yang melibatkan peserta didik seperti pengadaan alat 
drumband kepala sekolah melibatkan wali murid dan 





Dalam melakukan rapat tentang kebijakan sekolah yang akan 
dibuat atau dirumuskan kepala sekolah selaku pemimpin rapat selalu 
memberikan keleluasaan kepada anggota rapat untuk mengeluarkan 
pendapatnya masing-masing. Apabila ada salah satu anggota yang 
memiliki pendapat yang berbeda, kepala sekolah memberikan ide atau 
gagasan tentang pendapatnya kepada salah satu anggota tersebut. 
Apabila masih ada yang berbeda pendapat maka keputusan akhirnya 
yaitu tetap menggunakan suara terbanyak. Jika memenuhi suara 
terbanyak kebijakan baru tersebut akan ditindak lanjuti, tetapi jika 
tidak memenuhi suara terbanyak maka kebijakan baru tersebut tidak 
akan ditindak lanjuti. 
Kebijakan yang telah dibuat memberikan hasil yang positif bagi 
SD N 1 Purbalingga Lor seperti salah satu contohnya kebijakan 
presensi elektronik yang sudah berlangsung 1 tahun. Wali murid 
mendapatkan pesan singkat setiap peserta didik berangkat dan pulang 
sekolah, sehingga wali murid atau orang tua dapat menjemput anak-
anaknya dengan tepat waktu dan peserta didik tidak membawa telepon 
genggam di lingkungan sekolah. 
Perumusan kebijakan sekolah dibuat dengan gaya 
kepemimpinan yang demokratis. Pertama kepala sekolah mendapatkan 
masalah yang perlu dibuat kebijakan sekolah, kemudian kepala 
sekolah mendiskusikannya terlebih dahulu dengan guru-guru senior 
dan kemudian diadakan musyawarah atau rapat dengan seluruh guru 
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dan pegawai sekolah yang kemudian dilakukan adopsi kebijakan dan 
akan mendapatkan hasil akhir dengan suara terbanyak. Hal tersebut 
menunjukan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam tahap 
adopsi kebijakan yaitu demokratis. Hal serupa juga diungkapkan oleh 
FQ selaku Guru di SD N 1 Purbalingga: 
“Biasanya kepala sekolah selalu memusyawarahkan setiap 
pemasalahan atau kebijakan sekolah yang akan dibuat 
dengan dewan guru. Dalam melakukan musyawarah kepala 
sekolah masih meminta pertimbangan atau pendapat dari 
guru tetapi saat kebijakan sudah disepakati kepala sekolah 
bersikap tegas dan memberikan sangsi bagi guru ataupun 
murid yang melanggar peraturan atau kebijakan sekolah 




Kepala sekolah bersikap tegas dengan memberikan sangsi lisan 
atau teguran kepada guru yang tidak menjalankan kebijakan yang telah 
dibuat dan disepakati. Setelah kebijakan sekolah dibuat apabila ada 
murid atau peserta didik yang melanggar akan diberikan sangsi berupa 
point. Hal ini menunjukkan gaya kepemimpinan kepala sekolah selain 
demokratis dalam tahap implementasi kebijakan tetapi tetap tegas 
dalam membina atau memimpin  bawahannya.  
Dalam perumusan kebijakan sekolah acuan yang digunakan 
menurut kepala sekolah yaitu acuan dari EDS (Evaluasi Diri Sekolah). 
Hal itu diungkapkan oleh RM selaku Kepala Sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor: 
“Perumusan kebijakan sekolah ya mengacu dari EDS 
(Evaluasi Diri Sekolah) yang menghasilkan kekuatan dan 
kelemahan sekolah. Kemudian dari kelemahan sekolah 
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dibuat formulasi mas dan kemudian 
mengimplementasikannya dengan dibuat suatu kebijakan 
sekolah. Kualifikasi atau kriteria kebijakan yang dibuat 
yaitu yang adaptif terhadap perkembangan dan dapat 
diterima oleh semua pihak”. (Wawancara dari RM, 
12/06/2014) 
 
Kebijakan yang telah dibuat menjadikan Sekolah Dasar Negeri 1 
Purbalingga Lor lebih maju dan menjadi sekolah unggulan di 
Kabupaten Purbalingga. 
2. Perumusan Kebijakan Sekolah dan Pengalokasian Biaya Di SD N 
1 Purbalingga Lor 
Pembuatan atau perumusan kebijakan di SD N 1 Purbalingga 
Lor sudah terbilang melalui proses perumusan kebijakan. Suatu 
kebijakan dibuat dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya 
masalah. Masalah biasanya muncul ketika adanya ketidaksesuaian 
antara keinginan dengan kenyataan yang menjadikan kebijakan itu 
dibuat agar tujuan atau keinginan itu tercapai. Berikut ini merupakan 
ungkapan RM selaku kepala sekolah SD N 1 Purbalingga Lor pada 
wawancara mengenai siapa yang melakukan perencanaan perumusan 
kebijakan sekolah dan bagaimana proses perumusan kebijakan 
sekolah: 
“Yang melakukan perumusan kebijakan sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah, dewan guru, anggota komite dan 
konsultan ahli. Proses perumusan kebijakan sekolah berasal 
dari sekolah yang terlebih dahulu melakukan EDS (Evaluasi 
Diri Sekolah) yang kemudian menghasilkan kekuatan dan 
kelemahan sekolah, dari kelemahan sekolah atau masalah-
masalah yang ada disekolah kemudian dibuat formulasinya 








Hal serupa juga diungkapkan AW selaku guru kelas 1B SD N 1 
Purbalingga Lor: 
“Yang sering melakukan proses perumusan kebijakan 
sekolah si biasanya tim pengembang sekolah yang juga 
termasuk kepala sekolah dengan dewan guru kalau kebijakan 
yang akan dibuat masih dalam lingkup intern, tetapi kalo 
menyangkut siswa proses perumusan kebijakan sekolah 
biasanya melibatkan wali siswa dan komite sekolah. Dan 
perumusan kebijakan sekolah dibuat karena adanya suatu 
masalah yang ada di sekolah kemudian dimusyawarahkan  
dengan guru senior terlebih dahulu baru kemudian diadakan 
rapat untuk formulasi kebijakan dan implementasinya”. 
(Wawancara dari AW, 11/06/2014) 
 
Hasil wawancara dari kepala sekolah dan salah satu guru kelas 
SD N 1 Purbalingga Lor dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
perumusan kebijakan sekolah sesuai dan melalui tahap-tahap seperti 
dalam tahap perumusan kebijakan publik yang digagaskan oleh 
William N. Dunn. Proses pembuatan kebijakan sekolah di SD N 1 
Purbalingga Lor dibuat dengan beberapa tahap  dan dalam setiap 
tahapnya gaya kepemimpinan kepala sekolah dominan demokratis. 
Masalah yang telah masuk ke agenda  kebijakan kemudian 
dibahas atau dirapatkan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 
kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 
tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Setelah dibuat 
kebijakan kemudian dilaksanakan dan dinilai atau dievaluasi. 
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Dari observasi di SD N 1 Purbalingga Lor dalam setiap rapat 
atau musyawarah tentang perumusan kebijakan sekolah yang akan 
dibuat kepala sekolah selaku pemimpin rapat melibatkan semua dewan 
guru untuk bermusyawarah. Anggota rapat diberi kesempatan seluas-
luasnya untuk mengeluarkan pendapatnya. Apabila ada silang 
pendapat antara kepala sekolah dengan anggota rapat, kepala sekolah 
memberikan gagasan terlebih dahulu terhadap anggota yang tidak 
sependapat dan keputusan akhir tentang kebijakan yang akan dibuat 
disahkan dengan suara terbanyak. Kebijakan baru akan 
diimplementasikan setelah suara terbanyak, dan tidak akan 
diimplementasikan jika tidak mendapatkan suara terbanyak. Hal serupa 
juga diungkapkan oleh AW selaku guru kelas 1B pada saat 
wawancara: 
“Gaya kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah dalam 
memimpin rapat sangat demokratis ya. Kepala sekolah 
memberikan ide tentang rancangan kebijakan yang akan 
dibuat dan memusyawarahkannya terlebih dahulu, 
kebijakan yang mendapat persetujuan oleh suara terbanyak 
dari semua anggota rapat baru akan diimplementasikan, 
tetapi kalau tidak mendapat persetujuan kebijakan tersebut 
tidak akan diimplementasikan”. (Wawancara dari AW, 
11/06/2014) 
 
Dari hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa gaya 
kepemimpinan yang diterapkan kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga 
Lor lebih demokratis, karena pada tahap penyusunan agenda dan 
formulasi kebijakan dalam perumusan kebijakan sekolah seorang 
kepala sekolah memusyawarahkan terlebih dahulu kebijakan sekolah 
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yang akan dibuat dan menggunakan suara terbanyak. Kepala sekolah 
memusyawarahkan dengan dewan guru apabila kebijakan sekolah 
yang akan dibuat mencakup lingkup sekolah, dan apabila mencakup 
lingkup yang melibatkan peserta didik seperti pengadaan alat 
drumband kepala sekolah melibatkan wali murid dan komite sekolah. 
Dalam melakukan musyawarah tentang kebijakan sekolah yang 
akan dibuat atau dirumuskan kepala sekolah selaku pemimpin 
musyawarah atau rapat memberikan keleluasaan kepada anggota 
musyawarah untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing. 
Apabila ada salah satu anggota yang memiliki pendapat yang berbeda, 
kepala sekolah memberikan ide atau gagasan tentang pendapatnya 
kepada salah satu anggota tersebut. Hal itu menunjukan gaya 
kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah di 
SD N 1 Purbalingga Lor bersifat demokratis. 
Dalam perumusan kebijakan sekolah tidak jarang dijumpai 
kebijakan yang didukung dengan sarana dan prasarana. Di SD N 1 
Purbalingga Lor saat ini kebijakan absensi elektrik juga harus 
didukung dengan sarana penunjang kebijakan tersebut. Dalam 
kepemimpinannya kepala sekolah juga melibatkan semua warga 
sekolah dalam pengadaan maupun penjagaan sarana sekolah. Pada saat 
wawancara FQ selaku guru kelas 4B menegaskan: 
“Dalam pengadaan sarana kegiatan penunjang kebijakan 
sekolah adalah semua warga sekolah dan biaya yang 
dikeluarkan untuk pengadaan sarana penunjang kebijakan 
sekolah diperoleh dari dana BOS, uang ekstrakulikuler siswa 
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oleh wali siswa, dan bantuan alumni”. (Wawancara dari FQ, 
11/06/2014) 
 
Dari hasil wawancara mengenai perencanaan sarana penunjang 
kebijakan dan pengalokasian biaya dapat dilihat cara kepala sekolah 
membentuk tim dan mencari biaya untuk sarana penunjang kebijakan 
sangatlah tepat. Kepala sekolah dapat dikatakan cerdas dalam 
mengatasi masalah yang ada dan dapat memajukan SD N 1 
Purbalingga Lor dengan prestasi yang lebih baik di segala bidang. 
3. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Di SD N 1 Purbalingga Lor 
Kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan 
pemerintah dalam bidang pendidikan. Kebijakan sekolah merupakan 
kerjasama dan keputusan oleh individu atau keinginan kelompok 
dengan kewenangan yang sah dari dewan sekolah, pengawas, 
administator sekolah atau komite sekolah. SD N 1 Purbalingga Lor 
telah membuat banyak kebijakan sekolah dan terlaksana dengan hasil 
yang positif bagi sekolah, guru, ataupun siswanya. Hal itu 
diungkapkan oleh RM pada saat wawancara: 
“Kebijakan-kebijakan sekolah yang telah dibuat sudah 
terlaksana penuh sekitar 95% dan selebihnya sedang berjalan 
karena dilaksanakan secara bertahap. Semua siswa dan guru 
mentaati kebijakan sekolah yang telah dibuat dan menurut saya 
kebijakan yang tepat pasti akan menghasilkan prestasi yang 
lebih meningkat”. (Wawancara dari RM, 12/06/2004) 
 
Hal serupa  juga diungkapkan oleh HT selaku guru kelas 5A SD 
N 1 Purbalingga Lor: 
“Kebijakan sekolah yang telah dibuat sudah hampir terlaksana 
semuanya dan selebihnya masih berjalan karena bertahap 
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tetapi hampir selesai, jadi bisa dibilang kebijakan sekolah yang 
dibuat 100% terlaksana si mas. Kedisiplinan siswa dan guru 
mengenai pelaksanaan kebijakan sekolah bisa dibilang bagus. 
Pak Rahmono memberikan sangsi lisan atau teguran kepada 
guru yang tidak menjalankan kebijakan yang sudah disepakati 
dan meberikan sangsi poin kepada siswa yang melanggar 
kebijakan sekolah yang dibuat sehingga kebijakan sekolah 
yang dibuat menjadikan sekolah lebih maju dan berprestasi”. 
(Wawancara dari HT, 17/06/2014) 
 
Hasil dari kebijakan sekolah yang telah dibuat dan diberlakukan 
di SD N 1 Purbalingga Lor sangat banyak. Pada tahap implementasi 
atau pelaksanaan kebijakan gaya kepemimpinan kepala sekolah 
demokratis tetapi tetap tegas dalam pemberian sangsi lisan atau 
teguran kepada guru atau siswa yang melanggar kebijakan yang telah 
dibuat. Kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan ekstrakulikuler 
bersifat demokratis karena murid memilih sendiri ekstrakulikuler yang 
disukainya. Kebijakan yang telah dibuat memberikan hasil yang positif 
bagi SD N 1 Purbalingga Lor seperti salah satu contohnya kebijakan 
absensi elektrik yang sudah berlangsung 1 tahun. Wali murid 
mendapatkan sms atau pesan singkat setiap peserta didik berangkat dan 
pulang sekolah, sehingga wali murid atau orang tua dapat menjemput 
anak-anaknya dengan tepat waktu dan peserta didik tidak membawa 
telepon genggam di lingkungan sekolah. 
4. Evaluasi Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
Evaluasi merupakan suatu cara untuk menilai apakah suatu 
kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Kebijakan 
yang telah dibuat menjadikan Sekolah Dasar Negeri 1 Purbalingga Lor 
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lebih maju dan menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Purbalingga. 
Kata bapak Rahmono: 
 “Kebijakan sekolah yang tepat pasti akan menjadikan pestasi 
sekolah yang lebih meningkat”. (Wawancara dari RM, 
12/06/2004) 
 
Kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat akan dievaluasi setiap 
akhir tahun pelajaran. Komponen yang di evaluasi diantaranya yaitu 
program yang dijalankan sesuai dengan rencana atau tidak, biaya yang 
dikeluarkan dalam implementasi kebijakan tersebut, waktu yang 
dibutuhkan tepat atau tidak, dan hasil yang dicapai sesuai dengan 
rencana atau tidak. Gaya kepemimpinan kepala skolah dalam evaluasi 
kebijakan sekolah juga demokratis, kepala sekolah mendiskusikan atau 
merapatkannya dengan guru dan mengevaluasi tiap-iap kebijakan yang 
sudah terlaksana. Hasil wawancara dengan HT guru kelas 5A 
mengungkapkan: 
“Evaluasi setiap kebijakan yang telah dibuat dan 
dilaksanakan itu sukanya dilakukan pada akhir tahun atau 
akhir semester. Suatu kebijakan dianggap berhasil atau 
tidaknya dilihat dari proses pelaksanaanya yang nantinya 
akan menentukan hasil akhir.” (Wawancara dari HT, 
17/06/2014) 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh SD selaku guru kelas 2A 
pada saat wawancara: 
“Evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilakukan setelah 
kebijakan itu berjalan dengan cara melihat outputnya atau 





Hampir semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dan 
disepakati berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang 
positif. Kiranya sudah 95% kebijakan yang sudah tercapai dan 
selebihnya sedang bejalan karena kebijakan tersebut dijalankan secara 
bertahap. 
C. Pembahasan 
1. Gaya Kepemimpinan dalam Perumusan Kebijakan Sekolah di SD 
Negeri 1 Purbalingga Lor 
Keberhasilan suatu organisasi tidak terlepas dari pemimpin yang 
mengkoordinir suatu organisasi. Kepala sekolah sebagai pemimpin di 
lembaga sekolah menjadi tonggak dalam memanajemen sekolah serta 
bertanggungjawab dalam kemajuan sekolah melalui kebijakan yang 
dirumuskan. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2005: 24) 
bahwa kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan 
yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh 
karena itu peran kepala sekolah dalam memimpin suatu sekolah 
mencakup seluruh aspek. 
Dalam memimpin suatu sekolah, kepala sekolah memiliki 
karakteristik yang berbeda dalam menjalankan roda 
kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam 
memimpin suatu organisasi memiliki pengaruh dalam mewujudkan 
serta membentuk kultur sekolah yang hendak dibentuk. Sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Mifta Thoha (2010: 49) bahwa gaya 
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kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku 
orang lain seperti yang dilihat. Sehingga dari gaya kepemimpinan yang 
dimiliki oleh kepala sekolah memiliki pengaruh yang kuat dalam 
menjalankan suatu organisasi atau sekolah.  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, kepala 
sekolah di SD Negeri 1 Purbalingga Lor memiliki gaya kepemimpinan 
yang demokratis dalam menjalankan amanahnya. Gaya kepemimpinan 
kepala sekolah SD N 1 Purbalingga Lor telah mencakup 8 sifat 
kepemimpinan menurut Astha Brata yang khususnya yaitu demokratis 
atau sama dengan sifat angin dan angkasa yang artinya mampu 
menampung pendapat dari bawahannya dan mampu dekat dengan 
bawahannya tanpa membedakan derajatnya. Gaya kepemimpinan 
demokratis yang dimiliki oleh kepala sekolah SD Negeri 1 Purbalingga 
Lor terlihat dalam kegiatan sekolah seperti ketika melakukan 
penyusunan agenda dan formulasi kebijakan perumusan kebijakan 
sekolah kepala sekolah beserta seluruh pengurus sekolah bersama-
sama mengeluarkan pikiran dan pendapat dalam merumuskan suatu 
kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh AW bahwa dalam 
melaksanakan musyawarah di SD Negeri 1 Purbalingga Lor 
diselenggarakan dengan cara kepala sekolah memusyawarahkan 
dengan dewan guru apabila kebijakan sekolah yang akan dibuat 
mencakup lingkup sekolah, dan apabila lingkupnya mencakup atau 
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melibatkan peserta didik seperti pengadaan alat drumband maka kepala 
sekolah melibatkan wali murid dan komite sekolah. Sesuai dengan 
pernyataan Miftah Thoha (2010: 50) yang mengatakan bahwa gaya 
kepemimpinan demokratis dikaitkan dengan kekuatan personal dan 
keikutsertaan para pengikut dalam proses pemecahan masalah dan 
pengambilan keputusan. Sehingga seluruh warga sekolah turut andil 
dalam memajukan sekolah. 
Dalam menjalankan kepemimpinannya yang berdasarkan 
demokratis, namun kepala sekolah SD Negeri 1 Purbalingga Lor juga 
tetap bersikap tegas dalam mengambil kebijakan. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh FQ bahwa dalam melakukan musyawarah kepala 
sekolah masih meminta pertimbangan atau pendapat dari guru tetapi 
saat kebijakan sudah disepakati kepala sekolah bersikap tegas dan 
memberikan sangsi bagi guru ataupun murid yang melanggar peraturan 
atau kebijakan sekolah yang telah dibuat. 
2. Perumusan Kebijakan Sekolah dan Pengalokasian Biaya Di SD N 
1 Purbalingga Lor 
Pembuatan atau perumusan kebijakan merupakan hal yang 
penting di sebuah lembaga. Kebijakan dalam sebuah lembaga yang 
nantinya akan mempengaruhi kemajuan suatu lembaga tersebut. 
Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat 
kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat 
penting bagi terwujudnya kebijakan yang cepat, tepat dan memadai. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, perumusan 
kebijakan sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor sudah terbilang sesuai 
proses atau tahap-tahap yang benar seperti dalam tahap perumusan 
kebijakan publik yang digagaskan oleh William N. Dunn. Proses 
perumusan kebijakan sekolah yang benar yaitu melalui tahap-tahap 
seperti dalam tahap perumusan kebijakan publik. Dalam setiap 
tahapnya kepala sekolah dominan dengan gaya kepemimpinannya 
yang demokratis.  
Proses pembuatan kebijakan sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
dibuat dengan beberapa tahap yang tujuannya adalah untuk 
memudahkan dalam mengkaji kebijakan sekolah yang dibuat tersebut. 
Seperti yang diungkapkan oleh RM yaitu proses perumusan kebijakan 
sekolah berasal dari sekolah yang terlebih dahulu melakukan EDS 
(Evaluasi Diri Sekolah) yang kemudian menghasilkan kekuatan dan 
kelemahan sekolah, dari kelemahan sekolah atau masalah-masalah 
yang ada disekolah masalah yang telah masuk ke agenda  kebijakan 
kemudian dibahas atau dirapatkan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 
untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 
masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Setelah 
dibuat kebijakan kemudian dilaksanakan dan dinilai atau dievaluasi. 
Dalam perumusan kebijakan sekolah tidak jarang dijumpai 
kebijakan yang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang 
kebijakan. Di SD N 1 Purbalingga Lor saat ini kebijakan yang dibuat 
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juga harus didukung oleh sarana penunjang kebijakan. Dalam 
kepemimpinannya kepala sekolah juga melibatkan semua warga 
sekolah dalam pengadaan maupun penjagaan sarana sekolah. Seperti  
yang diungkapkan oleh RM dan FQ bahwa yang terlibat dalam 
pengadaan sarana penunjang kebijakan sekolah yaitu tim pengembang. 
Tim pengembang dibentuk dari guru, komite sekolah, wali, dan kepala 
sekolah. Tim pengembang juga bertugas untuk menjaga sarana 
penunjang kebijakan sekolah yang ada. Sumber dana untuk pengadaan 
sarana penunjang kebijakan sekolah diperoleh dari dana BOS, uang 
ekstrakulikuler siswa oleh wali siswa, dan bantuan alumni. 
Dari hasil wawancara mengenai perumusan kebijakan sekolah 
dan pengalokasian biaya dapat dilihat cara kepala sekolah membentuk 
tim dan mencari biaya untuk sarana penunjang kebijakan sangatlah 
tepat. Disitu melambangkan kepala sekolah memiliki jiwa 
kepemimpinan dari Astha Brata yaitu surya yang artinya seorang 
pemimpin yang mampu menumbuhkembangkan daya hidup 
anggotanya untuk membangun SD N 1 Purbalingga Lor lebih unggul 
dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat 
memberikan hasil atau prestasi yang lebih baik di segala aspeknya. 
3. Pelaksanaan Kebijakan Sekolah Di SD N 1 Purbalingga Lor 
Kebijakan sekolah termasuk spektrum kebijakan pendidikan. 
Kebijakan sekolah merupakan turunan dari kebijakan pemerintah 
dalam bidang pendidikan (Syafaruddin, 2008: 117). Kebijakan sekolah 
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merupakan turunan dari kebijakan pemerintah dalam bidang 
pendidikan. 
Duke dan Canady (Syafaruddin, 2008: 118) menyatakan, 
kebijakan sekolah merupakan kerjasama dan keputusan oleh individu 
atau keinginan kelompok dengan kewenangan yang sah dari dewan 
sekolah, pengawas, administator sekolah atau komite sekolah dan 
tanggung jawab bagi kontrak negosiasi. Biasanya kebijakan sekolah 
dituliskan dan dibagi kepada personel sekolah untuk 
memperjuangkannya melalui berbagai kegiatan sekolah. 
SD N 1 Purbalingga Lor telah membuat banyak kebijakan 
sekolah dan terlaksana dengan hasil yang positif bagi sekolah, guru, 
ataupun siswanya. Dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat 
terlihat gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis dari 
kesehariannya. Kebijakan-kebijakan sekolah yang dibuat sangat 
menunjang prestasi yang didapat sekolah atau siswanya. Hal itu juga 
diungkapkan oleh RM pada saat wawancara bahwa kebijakan-
kebijakan sekolah yang telah dibuat sudah terlaksana penuh sekitar 
95% dan selebihnya sedang berjalan karena dilaksanakan secara 
bertahap. Semua siswa dan guru mentaati kebijakan sekolah yang telah 
dibuat. Kebijakan yang tepat pastinya akan menghasilkan prestasi yang 
lebih meningkat bagi sekolah atau siswanya. 
SD N 1 Purbalingga Lor telah mendapatkan hasil positif dari 
kebijakan-kebijakan sekolah yang dibuat. Seperti salah satu contohnya 
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yaitu kebijakan presensi elektronik yang sudah berlangsung satu tahun. 
Kebijakan presensi elektronik merupakan program dari RM selaku 
kepala sekolah. Absensi elektrik bertujuan agar siswa SD N 1 
Purbalingga Lor tidak membawa telepon genggam dengan alasan 
untuk menghubungi orang tua ketika siswa minta dijemput. Presensi 
elektronik dilakukan pada saat siswa masuk sekolah dan pulang 
sekolah. Setiap siswa wajib absen dengan cara sidik jari dan secara 
otomatis orang tua mendapatkan pesan singkat bahwa anaknya telah 
berangkat ke SD N 1 Purbalingga Lor atau pulang sekolah. 
4. Evaluasi Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
Dalam proses kebijakan evaluasi merupakan tahap yang penting 
untuk melihat apakah suatu kebijakan tersebut dilaksanakan. Dalam 
proses perumusan kebijakan William N. Dunn 2003: 25 evaluasi 
menentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 
untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang 
diinginkan. Evaluasi adalah proses penilaian atau suatu cara untuk 
menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik 
atau tidak. Penilaian tersebut bisa menjadi positif atau negatif atau 
merupakan gabungan dari keduanya.  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan evaluasi 
kebijakan di SD N 1 Purbalingga Lor dilakukan setiap akhir tahun 
pelajaran. Dalam evaluasi kepala sekolah mendiskusikan atau 
merapatkan dengan guru-guru sehingga terlihat bahwa gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah dalam tahap evaluasi kebijakan tetap 
demokratis. Komponen yang di evaluasi diantaranya yaitu program, 
biaya, waktu, dan hasil. Sebagaimana yang diungkapkan oleh HT 
bahwa evaluasi setiap kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan 
tersebut dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester. Suatu 
kebijakan dianggap berhasil atau tidaknya dilihat dari proses 
pelaksanaanya yang nantinya akan menentukan hasil akhir. Gaya 
kepemimpinan kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah di 
SD N 1 Purbalingga Lor dapat digambarkan sebagai berikut: 
Tabel. 5 Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Tahapan 
Perumusan Kebijakan Sekolah 
No Tahapan Perumusan Kebijakan Gaya Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 
1. Penyusunan agenda Demokratis 
2. Formulasi kebijakan Demokratis 
3. Adopsi kebijakan Demokratis 
4. Implementasi kebijakan Demokratis 
5. Evaluasi kebijakan Demokratis 
 
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bisa dikatakan 
semua tahap dalam perumusan kebijakan dilakukan dengan gaya 
kepemimpinan yang demokratis. Kebijakan-kebijakan yang telah 
dibuat menjadikan SD N 1 Purbalingga Lor lebih unggul dibidang 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Dari ketiga gaya kepemimpinan yaitu otokratik, demokratis, dan permisif 
gaya kepemimpinan kepala sekolah SD N 1 Purbalingga Lor 
menggunakan gaya kepemimpinan demokratis khususnya dalam setiap 
tahapan perumusan kebijakan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah SD N 
1 Purbalingga Lor tercermin dalam kesehariannya mengkoordinir 
sekolah, seperti dalam kegiatan rapat pengurus sekolah kepala sekolah 
bersikap terbuka bagi seluruh pengurus untuk berpartisipasi aktif 
memberikan masukan dan saran untuk kebaikan sekolah bersama. Gaya 
kepemimpinan demokratis yang dimiliki kepala sekolah mampu 
mewujudkan sekolah unggulan di Kabupaten Purbalingga sebagai 
sekolah percontohan. 
2. Gaya kepemimpinan demokratis yang dimiliki kepala sekolah 
memberikan kesempatan bagi seluruh warga sekolah untuk turut aktif 
dalam merumuskan kebijakan yang baik di SD N 1 Purbalingga Lor. 
Melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS) guru dan kepala sekolah bersama-
sama menilai kekurangan dan kelebihan yang ada pada SD N 1 
Purbalingga Lor, sehingga dari EDS tersebut suatu kebijakan yang tepat 
dapat dirumuskan untuk kebaikan sekolah. 
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3. Dalam merumuskan kebijakan sekolah, kepala sekolah SD N 1 
Purbalingga Lor mengacu pada perumusan kebijakan yang dirumuskan 
oleh William N Dunn yakni; perumusan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dalam 




Berdasarkan atas penelitian serta informasi yang telah diperoleh, maka 
dari hasil penelitian mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
perumusan kebijakan sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor dapat diajukan 
saran sebagai berikut: 
1. Kepala sekolah sebagai pemimpin agar terus menjaga integritas yang 
telah dicapai SD N 1 Purbalingga Lor agar menjadi sekolah yang unggul 
dan menjadi sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. 
2. Meningkatkan interaksi kepada guru dan warga sekolah agar lebih baik, 
melihat bahwa di SD N 1 Purbalingga Lor memiliki jumlah guru yang 
cukup banyak dibandingkan dengan sekolah dasar yang lain di 
Kabupaten Purbalingga. 
3. Kepala sekolah juga harus menjaga kewibawaan dan gaya 
kepemimpinannya agar dapat menjadikan SD N 1 Purbalingga Lor lebih 
unggul dalam bidang akademik atau non akademik dan kepala sekolah 
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Lampiran 1. Pedoman Observasi 
PEDOMAN OBSERVASI 
1. Mengamati lokasi dan keadaan di sekitar SD N 1 Purbalingga Lor 
a. Lingkungan di sekitar sekolah 
b. Masyarakat di sekitar sekolah 
2. Mengamati gaya kepemimpinan kepala sekolah sehari-hari 
a. Interaksi kepala sekolah terhadap guru 
b. Interaksi kepala sekolah dengan murid 
c. Interaksi kepala sekolah dengan warga sekolah lainnya 
3. Mengamati adanya rapat sekolah ataupun perumusan kebijakan sekolah 
a. Melihat bagaimana interaksi antara anggota rapat yaitu guru-guru 
dengan pemimpin rapat yaitu kepala sekolah 
b. Mengamati karakteristik gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam 
kepemimpinan rapat 
c. Mengamati adanya umpan balik antara pemimpin rapat dengan 
anggota rapat 
4. Mengamati kebijakan-kebijakan sekolah yang telah dibuat 
a. Mengamati kebijakan yang telah dibuat berjalan dengan baik atau 
tidak 
b. Mengamati bagaimana respon murid ataupun guru dalam 
melangsungkan kebijakan sekolah yang telah dibuat 









Lampiran 2. Pedoman Kajian Dokumen 
PEDOMAN KAJIAN DOKUMEN 
 
No Hal yang dikaji Aspek yang dicari Sumber 






e. Peraturan disiplin siswa 
f. Peraturan disiplin guru 
g. Susunan organisasi 
sekolah 
h. Kondisi Geografi 
 
SD N 1 
Purbalingga Lor 
2 Dokumen kebijakan 
sekolah dan sarana 
penunjang kebijakan 
sekolah 
a. Contoh kebijakan sekolah 
yang telah dibuat 
b. Permohonan dana untuk 
kebijakan sekolah 
 












Lampiran 3. Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 
PEDOMAN WAWANCARA 
Judul   : Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Perumusan  
  Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
Sumber informasi : Kepala Sekolah 
 
1. Perencanaan perumusan kebijakan sekolah 
a. Perencanaan perumusan kebijakan 
1) Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan sekolah? 
2) Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
3) Apakah guru, orang tua siswa atau siswa ikut serta dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
4) Bagaimana jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat perumusan 
kebijakan sekolah? 
5) Apakah Bapak memberikan kesempatan kepada guru untuk 
mengeluarkan pendapatnya? 
6) Bagaimana jika ada guru yang tidak sependapat dengan Bapak? 
7) Apa tujuan yang hendak dicapai dari perumusan kebijakan tersebut? 
8) Masalah apa yang ada sehingga dirumuskan kebijakan baru yang 
dibuat untuk mengatasi masalah tersebut? 
9) Seperti apakah acuan yang digunakan dalam perumusan kebijakan di 
sekolah? 
10) Siapakah yang berwenang dalam perumusan kebijakan sekolah 
tersebut? 
11) Seperti apakah kualifikasi/kriteria kebijakan yang akan dibuat yang 
nantinya kan menghasilkan sekolah yang lebih maju? 
12) Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat dalam 
kurun waktu 1 tahun? 
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b. Perencanaan sarana penunjang kebijakan 
13) Siapa yang bertanggung jawab dalam melengkapi sarana yang 
diperlukan untuk menunjang kebijakan-kebijakan yang menggunakan 
sarana seperti absensi elektrik? 
14) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan sarana kegiatan 
tersebut? 
c. Pengalokasian biaya 
15) Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut tersebut? 
16) Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi biaya?  
17) Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
18) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
2. Pelaksanaan kebijakan sekolah 
a. Pelaksanaan kebijakan sekolah 
19) Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat terlaksana 
semuanya? 
20) Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak terlaksana? 
21) Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan kebijakan yang 
dibuat? 
22) Bagaimana tindakan anda jika mengetahui guru tidak melaksanakan 
kebijakan sekolah yang telah dibuat dan disepakati? 
23) Apakah ada pemberian sangsi bagi guru atau siswa yang melanggar 
atau tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat tersebut? 
24) Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan sekolah lebih maju 
dan berprestasi? 
b. Penggunaan biaya 
25) Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk kebijakan sekolah 
apa? 
3. Evaluasi kebijakan sekolah 
a. Komponen yang dievaluasi 
26) Komponen apa saja yang dievaluasi? 
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27) Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen 
tersebut? 
b. Waktu  
28) Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
c. Penilai  
29) Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi terhadap 





















Lampiran 4. Pedoman Wawancara Guru 
PEDOMAN WAWANCARA 
Judul    : Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Perumusan  
  Kebijakan Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
Sumber informasi : Guru 
 
1. Perencanaan perumusan kebijakan sekolah 
d. Perencanaan perumusan kebijakan 
1) Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan sekolah? 
2) Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
3) Bagaimana gaya kepala sekolah dalam perumusan kebijakan sekolah? 
4) Apakah Bapak/Ibu diikut sertakan dalam perumusan kebijakan sekolah? 
5) Jika iya, bagaimana gaya kepala sekolah dalam memimpin perumusan 
kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan tersebut? 
6) Apakah Bapak/Ibu diberi keleluasaan untuk mengeluarkan pendapat? 
7) Jika ada guru yang tidak hadir apakah kepala sekolah tetap melaksanakan 
rapat perumusan kebijakan? 
8) Apakah kepala sekolah bertindak mandiri dan tegas dalam menjalankan 
kepemimpinannya hususnya dalam perumusan kebijakan sekolah? 
9) Apakah Bapak/Ibu merasa tertekan dengan pengambilan keputusan yang 
dilakukan kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan? 
10) Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memberikan masukan bagi guru 
yang memiliki pendapat yang berbeda khususnya dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
11) Sejauh mana kebijakan itu dibuat dan membawa hasil? 




13) Seperti apakah kualifikasi/kriteria kepala sekolah dalam memecahkan 
masalah yang diselesaikan melalui penyusunan kebijakan yang dibuat? 
a. Perencanaan sarana penunjang kebijakan 
14) Siapa yang bertanggung jawab dalam kelengkapan sarana penunjang 
kebijakan? 
15) Pengadaan sarana kegiatan tersebut diajukan kepada siapa? 
16) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan sarana kegiatan 
tersebut? 
17) Kapan pengadaan sarana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
a. Pengalokasian biaya 
18) Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut? 
19) Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi biaya?  
20) Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
21) Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
2.    Pelaksanaan kebijakan sekolah 
a. Pelaksanaan kebijakan sekolah 
22) Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat terlaksana 
semuanya? 
23) Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak terlaksana? 
24) Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan kebijakan yang 
dibuat? 
25) Apakah kepala sekolah memberikan sangsi kepada guru yang tidak 
melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan disepakati? 
26) Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan sekolah lebih maju dan 
berprestasi? 
a. Penggunaan biaya 
27) Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk kebijakan sekolah apa? 
3.    Evaluasi kebijakan sekolah 
a. Komponen yang dievaluasi 
28) Komponen apa saja yang dievaluasi? 
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29) Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen 
tersebut? 
a. Waktu  
30) Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
a. Penilai  
31) Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi terhadap kebijakan 



























Lampiran 5. Pedoman Catatan Lapangan 
CATATAN LAPANGAN I 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014 
Waktu : 09.00 – 10.00 
Tempat : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
 
Deskripsi : 
Pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 pukul 09.00 WIB 
peneliti datang di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY untuk mengurus 
surat perijinan penelitian terkait penelitian yang berjudul Gaya 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Perumusan Kebijakan 
Sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor. Pertama datang ke subag 
dengan membawa proposal untuk diteliti apakah sudah sesai 
dengan format proposal yang benar. 
Setelah proposal diteliti lalu peneliti disuruh untuk keruang 
dekan dan meminta surat ijin penelitian. Surat ijin penelitian tidak 
langsung jadi, harus ditunggu satu hari setelah penyerahan. Oleh 
karena itu keesokan harinya peneliti datang ke ruang dekan dan 
mengambil surat ijin penelitian. 
Setelah surat penelitian jadi lalu dari Universitas diberi 
arahan untuk melanjutkan kemana lagi proses peengurusan surat 
ijin penelitian. Karena tempat yang akan diteliti oleh penelitiberada 
di provinsi lain yaitu provinsi Jawa Tengah dan lokasi Universitas 
berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari informasi yang sudah 
di dapatkan peneliti diarahkan untuk mengurus surat penelitian 






CATATAN LAPANGAN II 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2014 
Waktu : 10.00 – 11.00 
Tempat : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat atau 
KESBANGLINMAS Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
  
Deskripsi : 
Pada hari rabu tanggal 21 Mei 2014 peneliti datang ke  
Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 
(KESBANGLINMAS). Peneliti menunggu di ruang tunggu kantor 
karena sedang ada yang mengurus surat ijin penelitian juga. Setelah 
dipanggil peneliti masuk dan memberikan proposal dengan 
mencantumkan identitas diri dan nomor hape ke petugas. 
Surat ijin penelitian dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa 
dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) tdak 
langsung jadi tetapi harus diambil keesokan harinya. Keesokan 
harinya peneliti ke Kantor Badan Kesatuan  Bangsa dan 
Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) lagi untuk 
mengambil surat penelitian yang telah jadi. 
Peneliti diberi arahan oleh petugas untuk langkah-langkah 
selanjutnya yang harus dilakukan peneliti dalam mengurus surat 











CATATAN LAPANGAN III 
 
 
Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2014 
Waktu :09.00 – 13.00 
Tempat : Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
 
Deskripsi : 
Awal mulanya peneliti sebelum tanggal 26 Mei 2014 yaitu 
tanggal 25 Mei 2014 tepatnya pukul 18.00 WIB naik travel dari 
Purbalingga ke Semarang. Sampai semarang tepatnya dikawasan 
Universitas Negeri Semarang (UNES) pukul 23.00 WIB, sesampai 
sana peneliti dijemput temannya dan ikut menginap di kontrakan 
temannya yang sedang kuliah di UNES. 
Paginya teman peneliti berangkat kuliah, peneliti hanya 
diberi arahan tentang jalan ke Kantor Badan Penanaman Modal 
Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dipinjami kendaraan beserta 
helmnya. Sekitar pukul 08.00 peneliti turun ke semarang kota 
untuk mencari Kantor Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi 
Jawa Tengah. Sesampai kantor pukul 09.00 dan langsung antri 
untuk mengurus surat penelitian karena disitu juga banyak yang 
mengurus surat penelitian. Setelah dipanggil lalu peneliti mengisi 
biodata, alamat sekolah yang diteliti dan lain-lain dengan 
menggunakan materai. Setelah pengisian selesai peneliti disuruh 
menunggu sekitar 3 jam pemrosesan surat ijin penelitian. 
Setelah surat ijin penelitian jadi peneliti diberi arahan lagi 
tentang kemana lagi surat ijin penelitian itu diurus. Selesai pukul 
01.00 WIB pneliti kembali lagi ke kawasan UNES yaitu kontrakan 




CATATAN LAPANGAN IV 
 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Mei 2014 
Waktu : 10.00 – 11.30 
Tempat : Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
 
Deskripsi : 
Pada hari selasa tanggal 28 Mei 2014 peneliti datang ke  
Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga untuk mengurus 
surat ijin penelitian. Disana disuruh mengisi formulir identitas serta 
judul skripsi dan sekolah yang akan diteliti dengan menyerahkan 
fotocopy KTP sebagai penguat identitas peneliti. 
Setelah pengisian formulir sudah dilakukan peneliti disuruh 
untuk menunggu di ruang tunggu kantor sampai surat ijin selesai 
dibuat. Peneliti menunggu kiranya hampir satu jam. Setelah surat 
pengantar jadi peneiti mengisi blangko atau biodata lagi di buku 
pengambilan surat, kemudian peneliti diberi arahan untuk 














CATATAN LAPANGAN V 
 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 28 Mei 2014 
Waktu :09.00 – 10.30 
Tempat :Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Kabupaten Purbalingga 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
 
Deskripsi : 
Pada hari selasa tanggal 28 Mei 2014 peneliti datang ke  
Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA)Kabupaten Purbalingga untuk mengurus surat ijin 
penelitian. Awalnya peneliti disuruh mengisi buku tamu, kemudian 
peneliti mennggu di ruang tunggu kantor karena sedang ada 
mahasiswa yang mengurus surat ijin penelitian juga. 
Setelah dipanggil peneliti masuk dan langsung dibuatkan 
surat ijin penelitian, tetapi peneliti harus meninggalkan satu 
proposal dan kebetulan pada saat itu proposal yang peneliti punya 
tinggal satu untuk pegangan peneliti, kemudian peneliti ijin keluar 
untuk mencetak proposal lagi untuk ditinggal di Kantor Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Purbalingga. 
Setelah selesai mencetak peneliti datang lagi ke Kantor 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Purbalingga, sesampainya disana surat ijin sudah selesai dibuat dan 
peneliti disuruh mengisi identitas di buku pengambilan surat ijin 
penelitian serta diberi arahan lagi setelah dari Kantor Badan 





CATATAN LAPANGAN VI 
 
 
Hari/Tanggal : Jum’at, 30 Mei 2014 
Waktu :10.00 – 11.00 
Tempat : Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga 
Kegiatan :Mengurus Surat Perijinan Penelitian 
 
Deskripsi : 
Pada hari jum’at tanggal 30 Mei 2014 peneliti datang ke  
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga untuk mengurus 
surat ijin penelitian. Karena hari jum’at dan sudah siang dan 
kebetulan yang bertugas untuk mengurus surat ijin penelitian 
sedang keluar kantor ada keperluan maka peneliti hanya disuruh 
mengisi biodata serta judul penelitian beserta surat dari Kantor 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 
Purbalingga kemudian oleh petugas yang lainnya diminta untuk 
datang lagi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Purblingga pada hari 
selasa tanggal 3 Juni 2014. 
Peneliti datang lagi ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Purbalingga pada hari selasa tanggal 3 Juni 2014. Sesampainya 
disana peneliti menanyaan surat ijin apakah sudah jadi atau belum, 
dan ternyata belum dibuat. Peneliti disuruh menunggu di ruang 
tunggu karena sedang dibuatkan surat ijin penelitian. Selesainya 
surat ijin itu jadi, peneliti disuruh mengisi buku tamu dan petugas 








CATATAN LAPANGAN VII 
 
 
Hari/Tanggal : Senin, 9 Juni 2014 
Waktu :09.00 – 11.30 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Mengurus Surat Perijinan Penelitian ke Sekolah 
 Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
Deskripsi : 
Pada hari senin tanggal 9 Juni 2014 peneliti datang ke  SD 
N 1 Purbalingga Lor untuk mengurus ijin penelitian. Awalnya 
peneliti dicegah oleh satpam dan ditanya ada kpentingan apa dan 
dengan siapa ingin bertemu. Peneliti menjelaskan secara baik-baik 
lalu dipersilahkan masuk ke ruang kepala sekolah. Setelah 
menunggu sekitar 30 menit sambil mengamati ruang kepala 
sekolah yang penuh dengan piala-piala akhirnya RM selaku kepala 
sekolah datang. Peneliti menjelaskan tentang penelitian yang akan 
dilakukan di SD N 1 Purbalingga Lor dan menyerahkan surat ijin 
penelitian ke kepala sekolah. 
RM selaku kepala sekolah di SD N 1 Purbalingga Lor 
menyetujui dan mendukung penuh tentang penelitian yang akan 
dilakukan peneliti. Setelah itu peneliti langsung diajak ikut untuk 
menyaksikan rapat mingguan yang biasa dilakukan di SD N 1 
Purbalingga Lor. Setelah rapat selesai peneliti pamit kepada kepala 
sekolah dan berterima kasih karena sudah diijinkan meneliti di SD 






CATATAN LAPANGAN VIII 
 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014 
Waktu : 09.00 – 11.30 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Wawancara dengan guru SD N 1 Purbalingga Lor 
 Observasi Lingkungan SD N 1 Purbalingga Lor 
 
Deskripsi : 
Pada hari rabu tanggal 11 Juni 2014 peneliti datang lagi ke  
SD N 1 Purbalingga Lor untuk observasi dan wawancara. Peneliti 
bertemu dengan kepala sekolah dan berbincang-bincang tentang 
kebijakan yang telah dibuat di SD N 1 Purbalingga Lor. Kemudian 
peneliti meminta untuk wawancara dengan kepala sekolah, tetapi 
pada waktu itu kepala sekolah mau ada urusan ke Dinas 
Pendidikan Kabupaten Purbalingga sehingga beliau bekenan untuk 
diwawancarai keesokan harinya. Lalu peneliti meminta ijin untuk 
mewawancarai dua orang guru dan kepala sekolah mengantarkan 
peneliti untuk bertemu du orang guru yang pada jam tersebut sudah 
bebas mengajar yaitu AW dan FQ. 
Peneliti berkenalan dan melakukan wawancara dengan AW 
terlebih dahulu di ruang kelas I B. Setelah melakukan wawancara 
kurang lebih 30 menit peneliti melanjutkan lagi wawancara dengan 
FQ diruang yang sama. Dengan FQ peneliti diberi keleluasaan 
untuk bertanya dan kebetulan orangnya suka bercanda. FQ adalah 
guru kelas 4 B dan sudah mengajar di SD N 1 Purbalingga Lor 
selama 4 tahun. Setelah wawancara selesai peneliti berterima kasih 
kepada AW dan FQ. Lalu peneliti melanjutkan keliling SD N 1 
Purbalingga Lor untuk melihat dan memfoto lingkungan sekolah. 
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CATATAN LAPANGAN IX 
 
 
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2014 
Waktu : 08.00 – 11.00 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Wawancara dengan Kepala Sekolah SD N 1 Purbalingga 
Lor 
 Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
Deskripsi : 
Pada hari kamis tanggal 12 Juni 2014 pukul 08.00 WIB 
peneliti datang ke SD N 1 Purbalingga Lor untuk bertemu dengan 
kepala sekolah dan melakukan wawancara. Peneliti bertemu 
dengan kepala sekolah dan berbincang-bincang terlebih dahulu. 
Pada pukul 09.00 peneliti melakukan wawancara dengan RM 
sekitar 45 menit. Setelah selesai wawancara peneliti meminta 
dokumen-dokumen tentang profil sekolah, tata tertib siswa, tata 
tertib guru, dan lain-lain. Kemudian dokument tersebut difotocopy 
oleh peneliti dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada kepala 
sekolah. 
Peneliti meminta ijin untuk keluar sekolah sebentar untuk 
memfotocopy dokumen, setelah dokumen sudah difotocopy 
peneliti kembali lagi ke SD N 1 Purbalingga Lor untuk 
mengembalikan dokumen asli. Setelah itu peneliti meminta ijin 
untuk memfoto ruang kepala sekolah yang penuh dengan piala dan 
ada contoh salah satu kebijakan yang dibuat yaitu absensi elektrik. 





CATATAN LAPANGAN X 
 
 
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2014 
Waktu : 09.00 – 11.30 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Wawancara dengan guru SD N 1 Purbalingga Lor 
 Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
Deskripsi : 
Pada hari selasa tanggal 11 Juni 2014 pukul 09.00 WIB 
peneliti datang lagi ke SD N 1 Purbalingga Lor untuk observasi 
dan wawancara. Peneliti bertemu dengan kepala sekolah terlebih 
dahulu untuk meminta ijin observasi dan wawancara. Kemudian 
peneliti meminta kepada kepala sekolah untuk wawancara kepada 
dua orang guru lagi yang sedang tidak mengajar. Kepala sekolah 
menyuruh peneliti untuk wawancara dengan HT dan SD yang pada 
waktu itu kebetulan sedang tidak mengajar. 
Peneliti berkenalan dengan HT terlebih dahulu dan 
melakukan wawancara dengan HT terlebih dahulu di ruang kelas 
2A. Setelah melakukan wawancara kurang lebih 30 menit peneliti 
melanjutkan lagi wawancara dengan SD diruangan yang sama. HT 
langsung pergi setelah diwawancara karena ada urusan lain. 
Selanjutnya peneliti wawancara dengan SD, beliau adalah guru 
kelas 2 A dan sudah mengajar di SD N 1 Purbalingga Lor selama 
15 tahun. Setelah wawancara selesai peneliti berterima kasih 
kepada SD karena sudah menyempatkan waktunya untuk 
wawancara. Lalu peneliti menemui kepala sekolah lagi untuk pamit 




CATATAN LAPANGAN XI 
 
 
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juni 2014 
Waktu : 08.00 – 10.00 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Observasi lingkungan SD N 1 Purbalingga Lor 
 Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 Pengambilan dokumen 
 
Deskripsi : 
Pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 pukul 08.00 WIB 
peneliti datang ke SD N 1 Purbalingga Lor untuk observasi. 
Peneliti bertemu dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk 
meminta ijin observasi. Kemudian peneliti berbincang-bincang 
dengan sekolah tentang kepemimpinan kepala sekolah dan 
kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dibuat. Untuk melengkapi 
informasi dari kepala sekolah peneliti keliling sekolah memfoto 
contoh kebijakan atau hasil kebijakan yang telah dibuat dan 
berjalan dengan baik. Selain memfoto peneliti juga meminta 












CATATAN LAPANGAN XII 
 
 
Hari/Tanggal : Snin, 14 Juli 2014 
Waktu : 09.00 – 10.00 
Tempat : SD N 1 Purbalingga Lor 
Kegiatan : 
 Observasi lingkungan SD N 1 Purbalingga Lor 
 Observasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 Pengambilan dokumen 
 
Deskripsi : 
Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2014 pukul 09.00 WIB 
peneliti datang ke SD N 1 Purbalingga Lor untuk observasi. Pada 
saat itu sedang puasa bulan ramadhan tetapi aktifitas guru ataupun 
siswa di sekolah tetap berjalan dengan semangat. Peneliti bertemu 
dengan kepala sekolah terlebih dahulu untuk meminta ijin 
observasi lagi. Kemudian peneliti meminta kepala sekolah untuk 
meminjamkan dokumen-dokumen yang kurang lengkap, seperti 
dokumen pengadaan dana, dan lain-lain. 
Setelah kepala sekolah memberikan kelengkapan dokumen 
peneliti meminta ijin untuk memfotocopy. Peneliti ijin keluar 
sekolah dengan membawa dokumen untuk difotocopy. Peneliti 
kembali lagi ke sekolah dan mengembalikan dokumen asli. Setelah 
itu peneliti meminta ijin kepada kepala sekolah untuk keliling 
sekolah dan melihat-lihat sekolah. Untuk melengkapi informasi 
dari kepala sekolah peneliti keliling sekolah dan memfoto contoh 






Lampiran 6. Transkrip Wawancara 
 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 
A. Waktu Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Juni 2014 
Tempat  : SD N 1 Purbalingga Lor 
Waktu  : 08.00 – 08.55 
 
B. Identitas Diri Responden 
Nama   :Rahmono 
Jenis Kelamin :Laki-laki 
Pendidikan :M.Pd 
Usia  :47 Tahun 
Agama  :Islam 
Pekerjaan  :Guru 
Jabatan  :Kepala Sekolah 
 
C. Daftar Pertanyaan 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan itu 
ada tim pengembang sekolah yang terdiri dari dewan guru, anggota      
komite dan konsultan ahli.” 
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2. Peneliti : Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Yang melakukan perumusan kebijakan sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah, dewan guru, anggota komite dan konsultan ahli. 
Proses perumusan kebijakan sekolah berasal dari sekolah yang terlebih 
dahulu melakukan EDS (Evaluasi Diri Sekolah) yang kemudian 
menghasilkan kekuatan dan kelemahan sekolah, dari kelemahan sekolah 
atau masalah-masalah yang ada disekolah kemudian dibuat formulasinya 
lalu kemudian diimplementasikan.” 
3. Peneliti : Apakah guru, orang tua siswa atau siswa ikut serta dalam 
perumusan           kebijakan sekolah? 
Informan :“Sangat dilibatkan, bahkan porsinya berimbang.” 
4. Peneliti : Bagaimana jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat 
perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Tetap dilaksanakan mas, jika masih memenuhi kuota.” 
5. Peneliti : Apakah Bapak memberikan kesempatan kepada guru 
untuk mengeluarkan pendapatnya? 
Informan :“Ya saya sangat memberikan mas.” 
6. Peneliti : Bagaimana jika ada guru yang tidak sependapat dengan 
Bapak? 
Informan :“Saya diskusikan agar menemukan titik temu.” 
7. Peneliti : Apa tujuan yang hendak dicapai dari perumusan kebijakan 
tersebut? 
Informan :“Pelayanan prima terhadap siswanya dan stakeholder.”  
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8. Peneliti : Masalah apa yang ada sehingga dirumuskan kebijakan 
baru yang dibuat untuk mengatasi masalah tersebut? 
Informan :“Pembelajaran berbasis IT, kebijakannya yaitu pengadaan 
perangkat IT, dan pelatihan IT baik Siswa ataupun Guru.”  
9. Peneliti : Seperti apakah acuan yang digunakan dalam perumusan 
kebijakan di sekolah? 
Informan :“Perumusan kebijakan sekolah ya mengacu dari EDS 
(Evaluasi Diri Sekolah) yang menghasilkan kekuatan dan kelemahan 
sekolah. Kemudian dari kelemahan sekolah dibuat formulasi mas dan 
kemudian mengimplementasikannya dengan dibuat suatu kebijakan 
sekolah. Kualifikasi atau kriteria kebijakan yang dibuat yaitu yang adaptif 
terhadap perkembangan dan dapat diterima oleh semua pihak.” 
10. Peneliti : Siapakah yang berwenang dalam perumusan kebijakan 
sekolah tersebut? 
Informan :“Yang berwenang yaitu tim pengembang sekolah dengan 
penanggung jawab kepala sekolah.” 
11. Peneliti : Seperti apakah kualifikasi/kriteria kebijakan yang akan 
dibuat yang nantinya kan menghasilkan sekolah yang lebih maju? 
Informan :“Kriterianya yaitu yang adaptif terhadap perkembangan 
dan dapat diterima oleh semua pihak.” 
12. Peneliti : Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat 
dalam kurun waktu 1 tahun? 
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Informan :“Lebih dari satu mas, yang jelas setiap semester ada 
kebijakan sekolah yang dibuat.” 
13. Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam melengkapi sarana 
yang diperlukan untuk menunjang kebijakan-kebijakan yang 
menggunakan sarana seperti absensi elektrik? 
Informan :“Itu sudah menjadi tanggung jawab tim pengembang.” 
14. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan 
sarana kegiatan tersebut? 
Informan : “Yang terlibat dalam pengadaan sarana kegiatan 
penunjang kebijakan sekolah ya tim pengembang mas. Tim pengembang 
dibentuk dari guru, komite sekolah, wali, dan saya sendiri selaku kepala 
sekolah. Tim pengembang juga bertugas untuk menjaga sarana penunjang 
kebijakan sekolah yang ada. Lalu sumber dana untuk pengadaan sarana 
penunjang kebijakan diambil dari dana BOS beserta iuran wali siswa.” 
15. Peneliti : Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut 
tersebut? 
Informan : “Diawal tahun pelajaran.” 
16. Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi 
biaya?  
Informan : “Dengan melakukan musyawarah dengan komite dan wali 
murid.” 
17. Peneliti : Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
Informan : “BOS, wali siswa, alumni, sponsor, dan lain-lain mas.” 
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18. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
Informan : “Ya seluruhnya, terutama tim pengembang.” 
19. Peneliti : Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat 
terlaksana semuanya? 
Informan : “95% terlaksana, dan selebihnya sedang berjalan.” 
20. Peneliti : Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak 
terlaksana? 
Informan : “Sudah terlaksana semua kok mas.” 
21. Peneliti : Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat? 
Informan : “Hampir semua siswa mentaati kebijakan.” 
22. Peneliti : Bagaimana tindakan anda jika mengetahui guru tidak 
melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan disepakati? 
Informan : “Memberikan pembinaan.” 
23. Peneliti : Apakah ada pemberian sangsi bagi guru atau siswa yang 
melanggar atau tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat 
tersebut? 
Informan : “Tidak ada, atau paling teguran atau sangsi lisan.” 
24. Peneliti : Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan 
sekolah lebih maju dan berprestasi? 
Informan : “Kebijakan sekolah yang tepat pasti akan menjadikan 
pestasi sekolah yang lebih meningkat.” 
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25. Peneliti : Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk 
kebijakan sekolah apa? 
Informan : “Kegiatan kesiswaan, lomba-lomba siswa, dan Ujian 
Sekolah.” 
26. Peneliti : Komponen apa saja yang dievaluasi? 
Informan : “Programnya, biayanya, waktunya, dan hasilnya.” 
27. Peneliti : Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen tersebut? 
Informan : “Jika masing-masing komponen terlaksana sesuai 
rencana.” 
28. Peneliti : Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
Informan : “Pada akhir tahun pelajaran.” 
29. Peneliti : Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi 
terhadap kebijakan sekolah yang dibuat? 













LAPORAN HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 
A. Waktu Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014 
Tempat  : SD N 1 Purbalingga Lor 
Waktu  : 09.00 – 10.00 
 
B. Identitas Diri Responden 
Nama   :Amy Wuryanti 
Jenis Kelamin :Perempuan 
Pendidikan :S.Pd.SD 
Usia  :37 Tahun 
Agama  :Islam 
Pekerjaan  :Guru 
Jabatan  :Guru Kelas 
 
C. Daftar Pertanyaan 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Yang sering melakukan proses perumusan kebijakan 
sekolah si biasanya tim pengembang sekolah yang juga termasuk kepala 
sekolah dengan dewan guru kalau kebijakan yang akan dibuat masih dalam 
lingkup intern, tetapi kalo menyangkut siswa proses perumusan kebijakan 
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sekolah biasanya melibatkan wali siswa dan komite sekolah. Dan 
perumusan kebijakan sekolah dibuat karena adanya suatu masalah yang 
ada di sekolah kemudian dimusyawarahkan  dengan guru senior terlebih 
dahulu baru kemudian diadakan rapat untuk formulasi kebijakan dan 
implementasinya.” 
2. Peneliti : Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Timbulah satu ide yang kemudian dimusyawarahkan 
dengan guru senior terlebih dahulu dan kemudian dirapatkan dengan 
dewan guru.” 
3. Peneliti : Bagaimana gaya kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Gaya kepemimpinan yang dilakukan kepala sekolah 
dalam memimpin rapat sangat demokratis ya. Kepala sekolah memberikan 
ide tentang rancangan kebijakan yang akan dibuat dan 
memusyawarahkannya terlebih dahulu, kebijakan yang mendapat 
persetujuan oleh suara terbanyak dari semua anggota rapat baru akan 
diimplementasikan, tetapi kalau tidak mendapat persetujuan kebijakan 
tersebut tidak akan diimplementasikan.” 
4. Peneliti : Apakah Ibu diikut sertakan dalam perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Diikut sertakan.” 
5. Peneliti : Jika iya, bagaimana kepala sekolah dalam memimpin 
perumusan kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan tersebut? 
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Informan :“Kepala sekolah memberikan ide dan jika disetujui dengan 
suara terbanyak maka kebijakan baru tersebut akan dibuat, tetapi jika tidak 
mendapatkan suara atau kurang dari yang tidak setuju kebijakan yang baru 
tersebut tidak dilaksanakan.” 
6. Peneliti : Apakah Ibu diberi keleluasan untuk mengeluarkan 
pendapat? 
Informan :“Diberi keleluasaan.” 
7. Peneliti : Jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat perumusan 
kebijakan sekolah, apakah kepala sekolah tetap melaksanakan rapat 
perumusan kebijakan? 
Informan :“Tetap dilaksanakan mas, yang penting masih memenuhi 
kuota minimal dalam suatu permusyawarahan.” 
8. Peneliti :Apakah kepala sekolah bertindak mandiri dan tegas dalam 
menjalankan kepemimpinannya hususnya dalam perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Tidak mandiri karena masih memberikan kebebasan 
terhadap guru-guru, tetapi tegas dalam melakukan atau mengambil 
keputusan.” 
9. Peneliti :Apakah Ibu merasa tertekan dengan pengambilan 
keputusan yang dilakukan kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan? 
Informan :“Ya tidak, karena sudah melalui musyawarah.” 
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10. Peneliti : Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memberikan 
masukan bagi guru yang memiliki pendapat yang berbeda khususnya 
dalam perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Tetap ditanggapi dan dikembalikan ke forum.”  
11. Peneliti : Sejauh mana kebijakan ini dibuat dan membawa hasil? 
Informan :“Kebijakan absensi elektrik yang sudah berlangsung satu 
tahun dan membawa hasil positif.”  
12. Peneliti : Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat 
dalam kurun waktu 1 tahun? 
Informan : “Kebijakannya tidak pasti dalam satu tahun, tetapi tetap 
ada kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam kurun waktu satu semester.” 
13. Peneliti : Seperti apakah kualifikasi/kriteria kepala sekolah dalam 
memecahkan masalah yang diselesaikan melalui penyusunan kebijakan 
yang dibuat? 
Informan : “Bagus, karena setiap ide yang dimasukan dalam 
kebijakanoleh kepala sekolah sudah bagus.” 
14. Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam kelengkapan sarana 
penunjang kebijakan? 
Informan :“Yang bertanggung jawab yaitu bagian inventaris barang, 
kalau di SD N 1 Purbalingga Lor yaitu Mas Wahyu Eko.” 
15. Peneliti : Pengadaan sarana kegiatan tersebut diajukan kepada 
siapa? 
Informan :“Diajukan ke bendahara BOS.” 
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16. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan 
sarana kegiatan tersebut? 
Informan :“Tim yang sudah dibentuk oleh kepala sekolah.” 
17. Peneliti : Kapan pengadaan sarana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
Informan : “Setelah dimusyawarahkan.” 
18. Peneliti : Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut? 
Informan : “Setelah dimusyawarahkan.” 
19. Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi 
biaya?  
Informan : “Tim merumuskan jumlah biaya yang akan dibutuhkan, 
disesuaikan dengan anggaran yang ada, kalau misal kurang maka 
bertahap.” 
20. Peneliti : Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
Informan : “Tergantung, kalau yang hubungannya intern dengan 
bantuan BOS,tetapi kalau yang ekstern dengan wali murid dan komite 
sekolah.” 
21. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
Informan : “Tim yang telah ditunjuk.” 
22. Peneliti : Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat 
terlaksana semuanya? 
Informan : “Kebijakan-kebijakan sekolah yang telah dibuat sudah 
terlaksana penuh sekitar 95% dan selebihnya sedang berjalan karena 
dilaksanakan secara bertahap. Semua siswa dan guru mentaati kebijakan 
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sekolah yang telah dibuat dan menurut saya kebijakan yang tepat pasti 
akan menghasilkan prestasi yang lebih meningkat.” 
23. Peneliti : Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak 
terlaksana? 
Informan : “Tidak ada yang tidak terlaksana.” 
24. Peneliti : Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat? 
Informan : “Kedisiplinannya bagus dalam melaksanakan kebijakan 
yang dibuat.” 
25. Peneliti : Apakah kepala sekolah memberikan sangsi kepada guru 
yang tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan 
disepakati? 
Informan : “Kepala sekolah memberikan sangsi tetapi sangsi lisan 
berupa teguran.” 
26. Peneliti : Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan 
sekolah lebih maju dan berprestasi? 
Informan : “Pasti lebih maju dan berprestasi.” 
27. Peneliti : Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk 
kebijakan sekolah apa? 
Informan : “Untuk kebijakan ekskul karena ada 13 ekskul.” 
28. Peneliti : Komponen apa saja yang dievaluasi? 
Informan : “Programnya, biayanya, waktunya, dan hasilnya.” 
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29. Peneliti : Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen tersebut? 
Informan : “Dengan melihat proses pelaksanaannya.” 
30. Peneliti : Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
Informan : “Pada akhir tahun atau akhir semester.” 
31. Peneliti : Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi 
terhadap kebijakan sekolah yang dibuat? 



















LAPORAN HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 
A. Waktu Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014 
Tempat  : SD N 1 Purbalingga Lor 
Waktu  : 10.30 – 12.00 
 
B. Identitas Diri Responden 
Nama   :Mohammad Feliq 
Jenis Kelamin :Laki-laki 
Pendidikan :S.Pd.SD 
Usia  :36 Tahun 
Agama  :Islam 
Pekerjaan  :Guru 
Jabatan  :Guru Kelas 
 
C. Daftar Pertanyaan 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Yang melakukan proses perumusan kebijakan sekolah 
biasanya tim pengembang sekolah yang juga termasuk kepala sekolah 
dengan dewan guru kalau kebijakan yang akan dibuat masih dalam lingkup 
intern, tetapi kalo menyangkun siswa proses perumusan kebijakan sekolah 
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biasanya melibatkan wali siswa dan komite sekolah. Dan perumusan 
kebijakan sekolah dibuat karena adanya suatu masalah yang ada di sekolah 
kemudian dimusyawarahkan  dengan guru senior terlebih dahulu baru 
kemudian diadakan rapat untuk formulasi kebijakan dan 
implementasinya.” 
2. Peneliti : Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Dari sebuah masalah yang dibahas dan kemudian ada 
kebijakan yang dirumuskan.” 
3. Peneliti : Bagaimana gaya kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Demokratis di forum karena dimusyawarahkan.” 
4. Peneliti : Apakah Bapak diikut sertakan dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Diikut sertakan.” 
5. Peneliti : Jika iya, bagaimana kepala sekolah dalam memimpin 
perumusan kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan tersebut? 
Informan :“Demokratis dan melalui suara terbanyak.” 
6. Peneliti : Apakah Bapak diberi keleluasan untuk mengeluarkan 
pendapat? 
Informan :“Diberi.” 
7. Peneliti : Jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat perumusan 




Informan :“Tetap dilaksanakan mas, tetapi harus memenuhi syarat 
forumnya.” 
8. Peneliti :Apakah kepala sekolah bertindak mandiri dan tegas dalam 
menjalankan kepemimpinannya hususnya dalam perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Biasanya kepala sekolah selalu memusyawarahkan setiap 
pemasalahan atau kebijakan sekolah yang akan dibuat dengan dewan guru. 
Dalam melakukan musyawarah kepala sekolah masih meminta 
pertimbangan atau pendapat dari guru tetapi saat kebijakan sudah 
disepakati kepala sekolah bersikap tegas dan membeikan sangsi bagi guru 
ataupun murid yang melanggar peraturan atau kebijakan sekolah yang 
telah dibuat itu mas.” 
9. Peneliti :Apakah Bapak merasa tertekan dengan pengambilan 
keputusan yang dilakukan kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan? 
Informan :“Terkadang iya, terkadang tidak. Tetapi jika sudah kalah 
dalam musyawarah tetap dijalankan karena sudah keputusan.” 
10. Peneliti : Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memberikan 
masukan bagi guru yang memiliki pendapat yang berbeda khususnya 
dalam perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Kepala sekolah menjelaskan kepada yang tidak setuju.”  
11. Peneliti : Sejauh mana kebijakan ini dibuat dan membawa hasil? 
Informan :“Kebijakan ekskul yang selalu membawakan hasil karena 
selalu mendapatkan juara.”  
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12. Peneliti : Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat 
dalam kurun waktu 1 tahun? 
Informan : “Tergantung permasalahan tetapi diawal tahun pelajaran 
sudah ada planing kebijakan.” 
13. Peneliti : Seperti apakah kualifikasi/kriteria kepala sekolah dalam 
memecahkan masalah yang diselesaikan melalui penyusunan kebijakan 
yang dibuat? 
Informan : “Bagus, karena sudah mempertimbangkan yang lainnya.” 
14. Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam kelengkapan sarana 
penunjang kebijakan? 
Informan :“Yang bertanggung jawab yaitu seksi perlengkapan dan 
inventaris barang.” 
15. Peneliti : Pengadaan sarana kegiatan tersebut diajukan kepada 
siapa? 
Informan :“Dalam pengadaan sarana kegiatan penunjang kebijakan 
sekolah adalah semua warga sekolah dan biaya yang dikeluarkan untuk 
pengadaan sarana penunjang kebijakan sekolah diperoleh dari dana BOS, 
uang ekstrakulikuler siswa oleh wali siswa, dan bantuan alumni.” 
16. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan 
sarana kegiatan tersebut? 
Informan :“Kepala sekolah dan bendahara sekolah yaitu Bu Emy 
guru olahraga.” 
17. Peneliti : Kapan pengadaan sarana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
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Informan : “Setelah kebijakannya di acc dan dananya keluar.” 
18. Peneliti : Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut? 
Informan : “Setelah dimusyawarahkan.” 
19. Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi 
biaya?  
Informan : “Mendata kebutuhan guru dan murid, dijumlah total, 
melihat anggaran, prosesnya setelah ada dilaksanakan bertahap.” 
20. Peneliti : Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
Informan : “Tergantung, dari BOS, dari uang ekstrakulikuler, bantuan 
alumni.” 
21. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
Informan : “Kepala sekolah, bendahara dan guru yang bersangkutan.” 
22. Peneliti : Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat 
terlaksana semuanya? 
Informan : “95% dan selebihnya sedang berjalan.” 
23. Peneliti : Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak 
terlaksana? 
Informan : “Hampir terlaksana semua.” 
24. Peneliti : Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat? 
Informan : “Kedisiplinannya bagus.” 
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25. Peneliti : Apakah kepala sekolah memberikan sangsi kepada guru 
yang tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan 
disepakati? 
Informan : “Memberikan sangsi lisan berupa teguran.” 
26. Peneliti : Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan 
sekolah lebih maju dan berprestasi? 
Informan : “Jelas menjadikan sekolah yang maju dan berprestasi.” 
27. Peneliti : Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk 
kebijakan sekolah apa? 
Informan : “Ekstrakulikuler.” 
28. Peneliti : Komponen apa saja yang dievaluasi? 
Informan : “Hasilnya, yaitu melihat adanya perubahan atau tidak 
gurunya, muridnya, dan sekolahannya.” 
29. Peneliti : Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen tersebut? 
Informan : “Dengan melihat hasil yang dicapai dari kebijakan 
tersebut.” 
30. Peneliti : Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
Informan : “Setelah kebijakan itu berjalan.” 
31. Peneliti : Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi 
terhadap kebijakan sekolah yang dibuat? 




LAPORAN HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 
A. Waktu Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2014 
Tempat  : SD N 1 Purbalingga Lor 
Waktu  : 09.00 – 10.00 
 
B. Identitas Diri Responden 
Nama   :Hartati 
Jenis Kelamin :Perempuan 
Pendidikan :S.Pd.SD 
Usia  :54 Tahun 
Agama  :Islam 
Pekerjaan  :Guru 
Jabatan  :Guru Kelas 
 
C. Daftar Pertanyaan 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Kepala sekolah dan guru guru senior terutama.” 
2. Peneliti : Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Adanya masalah dan dibuat kebijakan yang timbul dari 
ide guru ataupun kepala sekolah.” 
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3. Peneliti : Bagaimana gaya kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Demokratis, karena memusyawarahkannya terlebih 
dahulu.” 
4. Peneliti : Apakah Ibu diikut sertakan dalam perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Diikut sertakan.” 
5. Peneliti : Jika iya, bagaimana kepala sekolah dalam memimpin 
perumusan kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan tersebut? 
Informan :“Kepala sekolah tegas dan cepat dalam memutuskan tetapi 
tetap demokratis.” 
6. Peneliti : Apakah Ibu diberi keleluasan untuk mengeluarkan 
pendapat? 
Informan :“Sangat diberi keleluasaan.” 
7. Peneliti : Jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat perumusan 
kebijakan sekolah, apakah kepala sekolah tetap melaksanakan rapat 
perumusan kebijakan? 
Informan :“Tetap dilaksanakan asal memenuhi kuota.” 
8. Peneliti :Apakah kepala sekolah bertindak mandiri dan tegas dalam 
menjalankan kepemimpinannya hususnya dalam perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Tidak mandiri karena masih meminta pertimbangan guru-
guru, tetapi tegas dalam melakukan atau mengambil keputusan.” 
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9. Peneliti :Apakah Ibu merasa tertekan dengan pengambilan 
keputusan yang dilakukan kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan? 
Informan :“Tidak sama sekali.” 
10. Peneliti : Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memberikan 
masukan bagi guru yang memiliki pendapat yang berbeda khususnya 
dalam perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Meminta yang tidak sependapat untuk mengeluarkan 
asumsinya didepan forum agar semuanya jelas dan bisa menentukan 
pilihan.”  
11. Peneliti : Sejauh mana kebijakan ini dibuat dan membawa hasil? 
Informan :“Kebijakan absensi elektrik yang sudah berlangsung satu 
tahun dan membawa hasil yang sangat positif.”  
12. Peneliti : Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat 
dalam kurun waktu 1 tahun? 
Informan : “Tidak pasti, tetapi selalu ada kebijakan yang dibuat.” 
13. Peneliti : Seperti apakah kualifikasi/kriteria kepala sekolah dalam 
memecahkan masalah yang diselesaikan melalui penyusunan kebijakan 
yang dibuat? 
Informan : “Sudah memenuhi syarat kualifikasi yang berlaku.” 
14. Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam kelengkapan sarana 
penunjang kebijakan? 
Informan :“Yang bertanggung jawab sebenarnya semua tetapi lebih 
dipertanggung jawabkan oleh penanggung jawab kebijakan tersebut.” 
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15. Peneliti : Pengadaan sarana kegiatan tersebut diajukan kepada 
siapa? 
Informan :“Kepada bendahara sekolah.” 
16. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan 
sarana kegiatan tersebut? 
Informan :“Tim yang telah dibentuk.” 
17. Peneliti : Kapan pengadaan sarana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
Informan : “Setelah dana sudah terkumpul.” 
18. Peneliti : Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut? 
Informan : “Setelah kebijakan sudah disetujui.” 
19. Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi 
biaya?  
Informan : “Merancang anggaran yang kira-kira akan dibutuhkan 
terlebih dahulu.” 
20. Peneliti : Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
Informan : “Dari wali murid, bantuan BOS, Alumni, dan lain-lain.” 
21. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
Informan : “Tim yang telah dibentuk.” 
22. Peneliti : Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat 
terlaksana semuanya? 
Informan : “Kebijakan sekolah yang telah dibuat sudah hampir 
terlaksana semuanya dan selebihnya masih berjalan karena bertahap tetapi 
hampir selesai, jadi bisa dibilang kebijakan sekolah yang dibuat 100% 
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terlaksana si mas. Kedisiplinan siswa dan guru mengenai pelaksanaan 
kebijakan sekolah bisa dibilang bagus. Pak Rahmono memberikan sangsi 
lisan atau teguran kepada guru yang tidak menjalankan kebijakan yang 
sudah disepakati dan meberikan sangsi poin kepada siswa yang 
melanggar kebijakan sekolah yang dibuat sehingga kebijakan sekolah 
yang dibuat menjadikan sekolah lebih maju dan berprestasi.” 
23. Peneliti : Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak 
terlaksana? 
Informan : “Menurut saya tidak ada yang tidak terlaksana.” 
24. Peneliti : Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat? 
Informan : “Siswa SD N 1 Purbalingga Lor mayoritas disiplin 
semua.” 
25. Peneliti : Apakah kepala sekolah memberikan sangsi kepada guru 
yang tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan 
disepakati? 
Informan : “Kepala sekolah memberikan sangsi lisan biasanya.” 
26. Peneliti : Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan 
sekolah lebih maju dan berprestasi? 
Informan : “Sudah pasti.” 
27. Peneliti : Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk 
kebijakan sekolah apa? 
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Informan : “Menurut saya untuk ekskul karena ekskul memerlukan 
biaya untuk membeli alat seperti alat drumband, rebana, dan lain-lain.” 
28. Peneliti : Komponen apa saja yang dievaluasi? 
Informan : “Kesesuaian program, kesesuaian waku, dan kesesuaian 
hasil.” 
29. Peneliti : Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen tersebut? 
Informan : “Dengan melihat proses pelaksanaan kebijakan tersebut.” 
30. Peneliti : Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
Informan : “Evaluasi setiap kebijakan yang telah dibuat dan 
dilaksanakan itu sukanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester. 
Suatu kebijakan dianggap berhasil atau tidaknya dilihat dari proses 
pelaksanaanya yang nantinya akan menentukan hasil akhir.” 
31. Peneliti : Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi 
terhadap kebijakan sekolah yang dibuat? 










LAPORAN HASIL WAWANCARA 
DENGAN KEPALA SEKOLAH 
SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 
A. Waktu Pelaksanaan 
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Juni 2014 
Tempat  : SD N 1 Purbalingga Lor 
Waktu  : 10.30 – 12.00 
 
B. Identitas Diri Responden 
Nama   :Sudarso 
Jenis Kelamin :Laki-laki 
Pendidikan :S.Pd.SD 
Usia  :54 Tahun 
Agama  :Islam 
Pekerjaan  :Guru 
Jabatan  :Guru Kelas 
 
C. Daftar Pertanyaan 
1. Peneliti : Siapa yang melakukan perencanaan perumusan kebijakan 
sekolah? 
Informan :“Kepala sekolah, guru-guru.” 
2. Peneliti : Bagaimana proses perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Dari adanya masalah yang kemudian dimusyawarahkan 
dan dibuat kebijakan yang dirumuskan bersama-sama.” 
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3. Peneliti : Bagaimana gaya kepala sekolah dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Menurut saya Pak Rahmono demokratis didalam 
memimpin proses perumusan kebijakan sekolah.” 
4. Peneliti : Apakah Bapak diikut sertakan dalam perumusan 
kebijakan sekolah? 
Informan :“Diikut sertakan.” 
5. Peneliti : Jika iya, bagaimana kepala sekolah dalam memimpin 
perumusan kebijakan sekolah dan pengambilan keputusan tersebut? 
Informan :“Demokratis didalam musyawarah dan keputusan diambil 
melalui suara terbanyak.” 
6. Peneliti : Apakah Bapak diberi keleluasan untuk mengeluarkan 
pendapat? 
Informan :“Sangat diberi keleluasan.” 
7. Peneliti : Jika ada guru yang tidak hadir dalam rapat perumusan 
kebijakan sekolah, apakah kepala sekolah tetap melaksanakan rapat 
perumusan kebijakan? 
Informan :“Tetap dilaksanakan biasanya, karena yang tidak hadir 
hanya satu atau dua orang.” 
8. Peneliti :Apakah kepala sekolah bertindak mandiri dan tegas dalam 




Informan :“Menurut saya kepala sekolah mandiri dalam merancang 
kebijakan yang akan dibuat, tetapi kembali lagi kepada hasil musyawarah, 
dan bersikap tegas saat keputusan sudah dibuat.” 
9. Peneliti :Apakah Bapak merasa tertekan dengan pengambilan 
keputusan yang dilakukan kepala sekolah dalam merumuskan kebijakan? 
Informan :“Tidak sama sekali.” 
10. Peneliti : Bagaimana sikap kepala sekolah dalam memberikan 
masukan bagi guru yang memiliki pendapat yang berbeda khususnya 
dalam perumusan kebijakan sekolah? 
Informan :“Dengan cara memberi kesempatan untuk menjelaskan 
kepada anggota musyawarah tentang pendapat-pendapat yang lain.”  
11. Peneliti : Sejauh mana kebijakan ini dibuat dan membawa hasil? 
Informan :“Semua kebijakan yang telah dibuat memiliki hasil positif 
sendiri-sendiri.”  
12. Peneliti : Biasanya berapakah jumlah kebijakan yang mampu dibuat 
dalam kurun waktu 1 tahun? 
Informan : “Tidak pasti, tetapi selalu ada kebijakan yang dibuat.” 
13. Peneliti : Seperti apakah kualifikasi/kriteria kepala sekolah dalam 
memecahkan masalah yang diselesaikan melalui penyusunan kebijakan 
yang dibuat? 
Informan : “Kepala sekolah sudah termasuk aktif dan cermat dalam 
memecahkan masalah yang dibuat kebijakan.” 
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14. Peneliti : Siapa yang bertanggung jawab dalam kelengkapan sarana 
penunjang kebijakan? 
Informan :“Penanggung jawab yang sudah dibentuk oleh panitia.” 
15. Peneliti : Pengadaan sarana kegiatan tersebut diajukan kepada 
siapa? 
Informan :“Kepala sekolah dan bendahara.” 
16. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan pengadaan 
sarana kegiatan tersebut? 
Informan :“Kepala sekolah dan bendahara sekolah dan tim yang telah 
dibentuk.” 
17. Peneliti : Kapan pengadaan sarana kegiatan tersebut dilaksanakan? 
Informan : “Setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan 
sudah ada dananya.” 
18. Peneliti : Kapan penyusunan anggaran biaya kebijakan tersebut? 
Informan : “Setelah ketua tim pengembang yaitu kepala sekolah 
memerintahkan untuk penyusunan anggaran biaya.” 
19. Peneliti : Bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan alokasi 
biaya?  
Informan : “Mendata perkiraan biaya yang akan diperlukan suatu 
kebijakan yang dibuat.” 
20. Peneliti : Dari mana sumber dana dalam pengalokasian biaya? 
Informan : “Yang sering yaitudari BOS, dari uang ekstrakulikuler, 
dari wali murid, bantuan alumni.” 
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21. Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan alokasi biaya? 
Informan : “Kepala sekolah, bendahara dan guru yang bersangkutan.” 
22. Peneliti : Apakah semua kebijakan sekolah yang telah dibuat dapat 
terlaksana semuanya? 
Informan : “Hampir terlaksana semuanya.” 
23. Peneliti : Jika ada yang tidak terlaksana bagaimana?kenapa tidak 
terlaksana? 
Informan : “Tidak ada yang tidak terlaksana, semuanya berjalan 
secara bertahap.” 
24. Peneliti : Bagaimana kedisiplinan siswa dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat? 
Informan : “Kedisiplinannya bagus, karena ada poin kalau melanggar 
peraturan sekolah.” 
25. Peneliti : Apakah kepala sekolah memberikan sangsi kepada guru 
yang tidak melaksanakan kebijakan sekolah yang telah dibuat dan 
disepakati? 
Informan : “Memberikan sangsi lisan kepada guru yang melanggar.” 
26. Peneliti : Apakah kebijakan sekolah yang dibuat menjadikan 
sekolah lebih maju dan berprestasi? 
Informan : “Iya.” 
27. Peneliti : Selama ini pengeluaran biaya paling besar untuk 
kebijakan sekolah apa? 
Informan : “Ekstrakulikuler.” 
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28. Peneliti : Komponen apa saja yang dievaluasi? 
Informan : “Perencanaan, pengalokasian biaya, pelaksanaan, dan 
hasilnya.” 
29. Peneliti : Bagaimana penentuan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen tersebut? 
Informan : “Dengan melihat hasil positif yang dicapai.” 
30. Peneliti : Kapan evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilaksanaan? 
Informan : “Evaluasi kebijakan yang telah dibuat dilakukan setelah 
kebijakan itu berjalan dengan cara melihat outputnya atau hasil dari 
pelaksanaan kebijakan tersebut.” 
31. Peneliti : Siapa yang menjadi penilai dalam palaksanaan evaluasi 
terhadap kebijakan sekolah yang dibuat? 
















Lampiran 7. Reduksi Data 
 
GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM PERUMUSAN 
KEBIJAKAN SEKOLAH DI SD N 1 PURBALINGGA LOR 
 









Rm Yang melakukan 
perencanaan perumusan 
kebijakan itu ada tim 
pengembang sekolah 
yang terdiri dari dewan 
guru, anggota      komite 









 Yang melakukan 
perencanaan 
perumusan kebijakan 
itu ada tim 
pengembang sekolah 
yang terdiri dari dewan 
guru, anggota      














 Yang melakukan 
perumusan kebijakan 
sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah, 
dewan guru, anggota 
komite dan konsultan 
ahli. Proses perumusan 
kebijakan sekolah berasal 
dari sekolah yang 
terlebih dahulu 
melakukan EDS 
(Evaluasi Diri Sekolah) 
yang kemudian 
menghasilkan kekuatan 
dan kelemahan sekolah, 
dari kelemahan sekolah 
atau masalah-masalah 





  Yang melakukan 
perumusan kebijakan 
sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah, 
dewan guru, anggota 
komite dan konsultan 
ahli. Proses 
perumusan kebijakan 
sekolah berasal dari 
sekolah yang terlebih 
dahulu melakukan 

































































 Tetap dilaksanakan, jika 
masih memenuhi kuota 
  Tetap dilaksanakan, 





 Saya sangat memberikan   berimbang. 
 Saya diskusikan agar 
menemukan titik temu 
  Saya diskusikan agar 
menemukan titik temu 
Proses 
perumusan 
 Pelayanan prima 
terhadap siswanya dan 
stakeholder 










IT, kebijakannya yaitu 
pengadaan perangkat IT, 
dan pelatihan IT baik 
Siswa ataupun Guru. 
  Perumusan kebijakan 
sekolah mengacu dari 













 Perumusan kebijakan 
sekolah mengacu dari 
EDS (Evaluasi Diri 
Sekolah) yang 
menghasilkan kekuatan 
dan kelemahan sekolah.  
Kemudian dari 
kelemahan sekolah 
dibuat formulasi dan 
kemudian 
mengimplementasikanny
a dengan dibuat suatu 
kebijakan sekolah. 
Kualifikasi atau kriteria 
kebijakan yang dibuat 
yaitu yang adaptif 
terhadap perkembangan 
dan dapat diterima oleh 
semua pihak 
 kemudian dari 
kelemahan sekolah 
dibuat formulasi dan 
kemudian 
mengimplementasika
nnya dengan dibuat 
suatu kebijakan 
sekolah. Kualifikasi 
atau kriteria kebijakan 
yang dibuat yaitu 
yang adaptif terhadap 
perkembangan dan 
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 Yang berwenang yaitu 
tim pengembang sekolah 
dengan penanggung 
jawab kepala sekolah 
  Yang berwenang 









 Kriterianya yaitu yang 
adaptif terhadap 
perkembangan dan dapat 
diterima oleh semua 
pihak 
  Kriterianya yaitu yang 
adaptif terhadap 
perkembangan dan 







 Lebih dari satu, yang 
jelas setiap semester ada 
kebijakan sekolah yang 
dibuat 





 Itu sudah menjadi 
tanggung jawab tim 
pengembang 
  diambil 
dari dana 
BOS, wali  
 Yang terlibat dalam 
pengadaan sarana 
kegiatan penunjang 
kebijakan sekolah yaitu 
tim pengembang. Tim 
pengembang dibentuk 
dari guru, komite 
sekolah, wali, dan saya 
sendiri selaku kepala 
sekolah. Tim 
pengembang juga 
bertugas untuk menjaga 
sarana penunjang 
kebijakan sekolah yang 
ada. Sumber dana untuk 
pengadaan sarana 
penunjang kebijakan 
diambil dari dana BOS 
beserta iuran wali siswa 







dari guru, komite 
sekolah, wali, dan 
saya sendiri selaku 





sekolah yang ada. 
Sumber dana untuk 
pengadaan sarana 
penunjang kebijakan 
diambil dari dana 

























 Diawal tahun pelajaran    
 Dengan melakukan 
musyawarah dengan 
komite dan wali murid 
  Dengan melakukan 
musyawarah dengan 





 BOS, wali siswa, alumni, 
sponsor, dan lain-lain 
  BOS, wali siswa, 
alumni, sponsor, dan 
lain-lain 
 
 Seluruhnya, terutama tim 
pengembang 
   




















 Hampir semua siswa 
mentaati kebijakan 
 









 Tidak ada, atau paling 
teguran atau sangsi lisan 
  Tidak ada, atau paling 





 Kebijakan sekolah yang 
tepat pasti akan 
menjadikan pestasi 




  Kegiatan kesiswaan, 
lomba-lomba siswa, 








 Kegiatan kesiswaan, 
lomba-lomba siswa, dan 
Ujian Sekolah 
 







 Programnya, biayanya, 






















 Pada akhir tahun 
pelajaran 
 





 Tim pengembang 
sekolah 
 







 AW Yang melakukan proses 
perumusan kebijakan 
sekolah yaitu tim 
pengembang sekolah 
yang juga termasuk 
kepala sekolah dengan 
dewan guru kalau 
kebijakan yang akan 
dibuat masih dalam 
lingkup intern, tetapi 
kalo menyangkut siswa 
proses perumusan 
kebijakan sekolah 
biasanya melibatkan wali 
siswa dan komite 
sekolah. Dan perumusan 
kebijakan sekolah dibuat 
karena adanya suatu 
masalah yang ada di 
sekolah kemudian 
dimusyawarahkan  
dengan guru senior 
terlebih dahulu baru 

















 Yang melakukan 
proses perumusan 
kebijakan sekolah 
yaitu tim pengembang 
sekolah yang juga 
termasuk kepala 
sekolah dengan 
dewan guru kalau 
kebijakan yang akan 
dibuat masih dalam 





melibatkan wali siswa 
dan komite sekolah. 
Dan perumusan 
kebijakan sekolah 
dibuat karena adanya 
suatu masalah yang 
ada di sekolah 
kemudian 
dimusyawarahkan  
dengan guru senior 
terlebih dahulu baru 
kemudian diadakan 



































 Timbulah satu ide yang 
kemudian 
dimusyawarahkan 
dengan guru senior 
terlebih dahulu dan 
kemudian dirapatkan 
























 Gaya kepemimpinan 
yang dilakukan kepala 
sekolah dalam 
memimpin rapat sangat 
demokratis. Kepala 
sekolah memberikan ide 
tentang  
rancangan kebijakan 
yang akan dibuat dan 
memusyawarahkannya 
terlebih dahulu, 
kebijakan yang mendapat 
persetujuan oleh suara 
terbanyak dari semua 
anggota rapat baru akan 
diimplementasikan, 
tetapi kalau tidak 
mendapat persetujuan 
kebijakan tersebut tidak 
akan diimplementasikan 
  Gaya kepemimpinan 







kebijakan yang akan 
dibuat dan 
memusyawarahkanny
a terlebih dahulu, 
kebijakan yang 
mendapat persetujuan 
oleh suara terbanyak 
dari semua anggota 
rapat baru akan 
diimplementasikan, 





























tidak akan  
     
 Diikut sertakan   diimpleme
ntasikan, 
 Kepala sekolah 
memberikan ide dan jika 
disetujui dengan suara 
terbanyak maka 
kebijakan baru tersebut 
akan dibuat, tetapi jika 
tidak mendapatkan suara 
atau kurang dari yang 
tidak setuju kebijakan 
yang baru tersebut tidak 
dilaksanakan 
  Kepala sekolah 
memberikan ide dan 
jika disetujui dengan 
suara terbanyak maka 
kebijakan baru 
tersebut akan dibuat, 
tetapi jika tidak 
mendapatkan suara 
atau kurang dari yang 
tidak setuju kebijakan 













 Diberi keleluasaan   Diberi keleluasaan  
 Tetap dilaksanakan, yang 
penting masih memenuhi 







 Tetap dilaksanakan, 
yang penting masih 
memenuhi kuota 









 Tidak mandiri karena 
masih memberikan 
kebebasan terhadap guru-
guru, tetapi tegas dalam 
melakukan atau 
mengambil keputusan 















 Tidak, karena sudah 
melalui musyawarah 




 Tetap ditanggapi dan 
dikembalikan ke forum 







 Kebijakan absensi 
elektrik yang sudah 
berlangsung satu tahun 
dan membawa hasil 
positif 
  Kebijakan absensi 
elektrik yang sudah 
berlangsung satu 








 Kebijakannya tidak pasti 
dalam satu tahun, tetapi 
tetap ada kebijakan-
kebijakan yang dibuat 
dalam kurun waktu satu 
semester 
  Bagus, karena setiap 
ide yang dimasukan 
dalam kebijakanoleh 









 Bagus, karena setiap ide 
yang dimasukan dalam 
kebijakanoleh kepala 
sekolah sudah bagus 
  Yang bertanggung 






 Yang bertanggung jawab 
yaitu bagian inventaris 
barang 




 Diajukan ke bendahara 
BOS 
  Tim yang sudah 





 Tim yang sudah dibentuk 
oleh kepala sekolah 






  Tim merumuskan 
jumlah biaya yang 
akan dibutuhkan, 
disesuaikan dengan 
anggaran yang ada, 






   
152 
 
 Tim merumuskan jumlah 
biaya yang akan 
dibutuhkan, disesuaikan 
dengan anggaran yang 
ada, kalau misal kurang 
maka bertahap 
  Tergantung, kalau 
yang hubungannya 
intern dengan bantuan 
BOS,tetapi kalau 
yang ekstern dengan 
wali murid dan 
komite sekolah 
 
 Tergantung, kalau yang 
hubungannya intern 
dengan bantuan 
BOS,tetapi kalau yang 
ekstern dengan wali 
murid dan komite 
sekolah 
   
 Tim yang telah ditunjuk    
 Kebijakan-kebijakan 
sekolah yang telah dibuat 
sudah terlaksana penuh 




bertahap. Semua siswa 
dan guru mentaati 
kebijakan sekolah yang 
telah dibuat dan menurut 
saya kebijakan yang tepat 
pasti akan menghasilkan 






sekolah yang telah 
dibuat sudah 
terlaksana penuh 





siswa dan guru 
mentaati kebijakan 

















 Tidak ada yang tidak 
terlaksana 
  Tidak ada yang tidak 
terlaksana 
Semua 
siswa dan  
 Kedisiplinannya bagus 
dalam melaksanakan 
kebijakan yang dibuat 
  Kedisiplinannya 
bagus dalam 
melaksanakan 





 Kepala sekolah 
memberikan sangsi tetapi 
sangsi lisan berupa 
teguran 
  Kepala sekolah 
memberikan sangsi 






 Pasti lebih maju dan 
berprestasi 
  Pasti lebih maju dan 
berprestasi 
memberik
an teguran  
 Untuk kebijakan ekskul 
karena ada 13 ekskul 







 Programnya, biayanya, 










 Dengan melihat proses 
pelaksanaannya 






 Pada akhir tahun atau 
akhir semester 




 Wali murid, guru, dan 
kepala sekolah 
   
FQ Yang melakukan proses 
perumusan kebijakan 
sekolah biasanya tim 
pengembang sekolah 
yang juga termasuk 
kepala sekolah dengan 
dewan guru kalau 
kebijakan yang akan 
dibuat masih dalam 
lingkup intern, tetapi 
kalau menyangkup siswa 
proses perumusan 
kebijakan sekolah 
biasanya melibatkan wali 
siswa dan komite 
sekolah. Dan perumusan 
kebijakan sekolah dibuat 
karena adanya suatu 
masalah yang ada di 
sekolah kemudian 
dimusyawarahkan  
dengan guru senior 
terlebih dahulu baru 

















yang juga termasuk 
kepala sekolah 
dengan dewan guru 
kalau kebijakan yang 
akan dibuat masih 






wali siswa dan komite 
sekolah. Dan 
perumusan kebijakan 
sekolah dibuat karena 
adanya suatu masalah 
yang ada di sekolah 
kemudian 
dimusyawarahkan  
dengan guru senior 
terlebih dahulu baru 
kemudian diadakan 

































 Dari sebuah masalah 
yang dibahas dan 
kemudian ada kebijakan 
yang dirumuskan 










siswa dan  
 Demokratis di forum 
karena dimusyawarahkan 







 Diikut sertakan   nan kepala 
sekolah 
 Demokratis dan melalui 
suara terbanyak 










 Diberi Perumusan  Diberi Dalam  
 Tetap dilaksanakan, 














 Kepala sekolah selalu 
memusyawarahkan setiap 
pemasalahan atau 
kebijakan sekolah yang 
akan dibuat dengan 
dewan guru. Dalam 
melakukan musyawarah 
kepala sekolah masih 
meminta pertimbangan 
atau pendapat dari guru 
tetapi saat kebijakan 
sudah disepakati kepala 
sekolah bersikap tegas 
dan membeikan sangsi 
bagi guru atau murid 
yang melanggar 
peraturan atau kebijakan 
sekolah yang telah dibuat 




sekolah yang akan 







pendapat dari guru 
tetapi saat kebijakan 
sudah disepakati 
kepala sekolah 





















 Terkadang iya, terkadang 
tidak. Tetapi jika sudah 
kalah dalam musyawarah 
tetap dijalankan karena 
sudah keputusan 








ah kepala  
 Kepala sekolah 
menjelaskan kepada yang 
tidak setuju 
  Kepala sekolah 
menjelaskan kepada 






selalu membawakan hasil 
karena selalu 
mendapatkan juara 
  Kebijakan 
ekstrakulikuler yang 
selalu membawakan 






tetapi saat  
 Tergantung 
permasalahan tetapi 
diawal tahun pelajaran 
sudah ada planing 
kebijakan 
  Tergantung 
permasalahan tetapi 
diawal tahun 







 Bagus, karena sudah 
mempertimbangkan yang 
lainnya 







 Yang bertanggung jawab 
yaitu seksi perlengkapan 
dan inventaris barang 
  n sangsi 
bagi guru 
atau murid  
 Dalam pengadaan sarana 
kegiatan penunjang 
kebijakan sekolah adalah 
semua warga sekolah dan 
biaya yang dikeluarkan 
untuk pengadaan sarana 
penunjang kebijakan 
sekolah diperoleh dari 
dana BOS, uang 
ekstrakulikuler siswa 
oleh wali siswa, dan 
bantuan alumni 
  Dalam pengadaan 
sarana kegiatan 
penunjang kebijakan 
sekolah adalah semua 





sekolah diperoleh dari 
dana BOS, uang 
ekstrakulikuler siswa 
















 Kepala sekolah dan 
bendahara sekolah 




 Setelah kebijakannya 
disetujui dan dananya 
keluar 
  Setelah kebijakannya 











 Mendata kebutuhan guru 
dan murid, dijumlah 
total, melihat anggaran, 
prosesnya setelah ada 




 Tergantung, dari BOS, 
dari uang ekstrakulikuler, 
bantuan alumni 
  Tergantung, dari 




 Kepala sekolah, 
bendahara dan guru yang 
bersangkutan 
  Kepala sekolah, 
bendahara dan guru 
yang bersangkutan 
 
















 Memberikan sangsi lisan 
berupa teguran 
  Memberikan sangsi 




 Jelas menjadikan sekolah 
yang maju dan 
berprestasi 
  Jelas menjadikan 
sekolah yang maju 
dan berprestasi 
 
 Ekstrakulikuler    
 Hasilnya, yaitu melihat 
adanya perubahan atau 




 Hasilnya, yaitu 
melihat adanya 




 Dengan melihat hasil 
yang dicapai dari 
kebijakan tersebut 
  Dengan melihat hasil 
yang dicapai dari 
kebijakan tersebut 
 
 Setelah kebijakan itu 
berjalan 
  Setelah kebijakan itu 
berjalan 
 
 Wali murid, dan komite    
HT Kepala sekolah dan guru 




 Kepala sekolah dan 





 Adanya masalah dan 
dibuat kebijakan yang 
timbul dari ide guru 






 Adanya masalah dan 
dibuat kebijakan yang 













  Demokratis, karena 
memusyawarahkanny









 Diikut sertakan    
 Kepala sekolah tegas dan 
cepat dalam memutuskan 
tetapi tetap demokratis 
  Kepala sekolah tegas 




 Sangat diberi keleluasaan Perumusan 
kebijakan 




 Tetap dilaksanakan 







 Tidak mandiri karena 
masih meminta 
pertimbangan guru-guru, 
tetapi tegas dalam 
melakukan atau 
mengambil keputusan 
  Tidak mandiri karena 
masih meminta 
pertimbangan guru-
guru, tetapi tegas 








 Tidak sama sekali   an guru- 
 Meminta yang tidak 
sependapat untuk 
mengeluarkan asumsinya 
didepan forum agar 
semuanya jelas dan bisa 
menentukan pilihan 




forum agar semuanya 










 Kebijakan absensi 
elektrik yang sudah 
berlangsung satu tahun 
dan membawa hasil yang 
sangat positif 
  Kebijakan absensi 
elektrik yang sudah 
berlangsung satu 
tahun dan membawa 








 Tidak pasti, tetapi selalu 
ada kebijakan yang 
dibuat 
  Tidak pasti, tetapi 






 Sudah memenuhi syarat 
kualifikasi yang berlaku 




 Yang bertanggung jawab 





  Yang bertanggung 
jawab sebenarnya 






 Kepada bendahara 
sekolah 





 Tim yang telah dibentuk    
 Setelah dana sudah 
terkumpul 
  Setelah dana sudah 
terkumpul 
 
 Setelah kebijakan sudah 
disetujui 
  Setelah kebijakan 
sudah disetujui 
 
 Merancang anggaran 
yang diperkirakan akan 
dibutuhkan terlebih 
dahulu 





 Dari wali murid, bantuan 
BOS, Alumni, dan lain-
lain 
  Dari wali murid, 
bantuan BOS, 
Alumni, dan lain-lain 
 
 Tim yang telah dibentuk    
 Kebijakan sekolah yang 
telah dibuat sudah 
hampir terlaksana 
semuanya dan selebihnya 
masih berjalan karena 
bertahap tetapi hampir 
selesai, bisa dibilang 
kebijakan sekolah yang 
dibuat 100% terlaksana. 
Kedisiplinan siswa dan 
guru mengenai 
pelaksanaan kebijakan 
sekolah bisa dibilang 
bagus. Pak Rahmono 
memberikan sangsi lisan 
atau teguran kepada guru 
yang tidak menjalankan 
kebijakan yang sudah 
disepakati dan meberikan 
sangsi poin kepada siswa 
yang melanggar 
kebijakan sekolah yang 
dibuat sehingga 
kebijakan sekolah yang 
dibuat menjadikan 




 Kebijakan sekolah 
yang telah dibuat 
sudah hampir 
terlaksana semuanya 
dan selebihnya masih 
berjalan karena 
bertahap tetapi hampir 
selesai, bisa dibilang 
kebijakan sekolah 
yang dibuat 100% 
terlaksana. 
Kedisiplinan siswa 
dan guru mengenai 
pelaksanaan 
kebijakan sekolah 
bisa dibilang bagus. 
Pak Rahmono 
memberikan sangsi 
lisan atau teguran 
kepada guru yang 
tidak menjalankan 
kebijakan yang sudah 
disepakati dan 
meberikan sangsi poin 
kepada siswa yang 
melanggar kebijakan 
sekolah yang dibuat 
sehingga kebijakan 
sekolah yang dibuat 
menjadikan sekolah 






































 Menurut saya tidak ada 
yang tidak terlaksana 
  Menurut saya tidak 





 Siswa SD N 1 
Purbalingga Lor 
mayoritas disiplin semua 








 Kepala sekolah 
memberikan sangsi lisan 
biasanya 






 Sudah pasti   menjalank
an  
 Menurut saya untuk 
ekstrakulikuler karena 
ekstrakulikuler 
memerlukan biaya untuk 
membeli alat seperti alat 








untuk membeli alat 
seperti alat drumband, 


























 Kesesuaian program, 





 Kesesuaian program, 




















 Evaluasi setiap kebijakan 
yang telah dibuat dan 
dilaksanakan itu sukanya 
dilakukan pada akhir 
tahun atau akhir 
semester. Suatu 
kebijakan dianggap 
berhasil atau tidaknya 
dilihat dari proses 
pelaksanaanya yang 
nantinya akan 
menentukan hasil akhir 
  Evaluasi setiap 




pada akhir tahun atau 
akhir semester. Suatu 
kebijakan dianggap 
berhasil atau tidaknya 







































 Dari adanya masalah 
yang kemudian 
dimusyawarahkan dan 







 Dari adanya masalah 
yang kemudian 
dimusyawarahkan dan 


























 Diikut sertakan    
 Demokratis didalam 
musyawarah dan 
keputusan diambil 
melalui suara terbanyak 






 Sangat diberi keleluasan Perumusan 
kebijakan 




 Tetap dilaksanakan, 
karena yang tidak hadir 





 Tetap dilaksanakan, 
karena yang tidak 










 Menurut saya kepala 
sekolah mandiri dalam 
merancang kebijakan 
yang akan dibuat, tetapi 
kembali lagi kepada hasil 
musyawarah, dan 
bersikap tegas saat 
keputusan sudah dibuat 
  Menurut saya kepala 
sekolah mandiri 
dalam merancang 
kebijakan yang akan 
dibuat, tetapi kembali 
lagi kepada hasil 
musyawarah, dan 















 Tidak sama sekali   Dana yang 





pendapat yang lain 
 













 Semua kebijakan yang 




  Semua kebijakan 
yang telah dibuat 







 Tidak pasti, tetapi selalu 
ada kebijakan yang 
dibuat 
  Tidak pasti, tetapi 





 Kepala sekolah sudah 
termasuk aktif dan 
cermat dalam 
memecahkan masalah 
yang dibuat kebijakan 
  Kepala sekolah sudah 
termasuk aktif dan 
cermat dalam 
memecahkan masalah 
yang dibuat kebijakan 
 
 Penanggung jawab yang 
sudah dibentuk oleh 
panitia 
  Kepala sekolah dan 
bendahara sekolah 
dan tim yang telah 
dibentuk 
 
 Kepala sekolah dan 
bendahara 
  Setelah mendapat 
persetujuan dari  
 
 Kepala sekolah dan 
bendahara sekolah dan 
tim yang telah dibentuk 
 kepala sekolah dan 
sudah ada dananya 
 Setelah ketua tim 
 
 Setelah mendapat 
persetujuan dari kepala 
sekolah dan sudah ada 
dananya 








 Setelah ketua tim 





  Yang sering yaitu dari 
BOS, dari uang 
ekstrakulikuler, dari 
wali murid, dan 
bantuan alumni 
 
 Mendata perkiraan biaya 
yang akan diperlukan 
suatu kebijakan yang 
dibuat 
  Kepala sekolah, 
bendahara dan guru 
yang bersangkutan 
 
 Yang sering yaitudari 
BOS, dari uang 
ekstrakulikuler, dari wali 
murid, dan bantuan 
alumni 





 Kepala sekolah, 
bendahara dan guru yang 
bersangkutan 
  Kedisiplinannya 
bagus, karena ada 












 Tidak ada yang tidak 
terlaksana, semuanya 
berjalan secara bertahap 








 Kedisiplinannya bagus, 
karena ada poin untuk 
yang melanggar 
peraturan sekolah 
  Kedisiplinannya 
bagus, karena ada 








 Memberikan sangsi lisan 
kepada guru yang 
melanggar 
  Memberikan sangsi 






 Iya    
















 Dengan melihat hasil 
positif yang dicapai 
  Dengan melihat hasil 








 Evaluasi kebijakan yang 
telah dibuat dilakukan 
setelah kebijakan itu 
berjalan, dengan cara 
melihat outputnya atau 
hasil dari pelaksanaan 
kebijakan tersebut 
  Evaluasi kebijakan 
yang telah dibuat 
dilakukan setelah 
kebijakan itu berjalan, 
dengan cara melihat 












































Lampiran 8. Dokumentasi Foto 
 
1. Foto papan nama SD N 1 Purbalingga Lor, diambil pada saat siswa sedang 





2. Foto halaman depan SD N 1 Purbalingga Lor tampak bersih dan rapi dengan 







3. Foto halaman belakang SD N 1 Purbalingga Lor terlihat tertata rapi dan 





4. Foto ruang kelas SD N 1 Purbalingga Lor terlihat rapi dan bersih dengan 
fasilitas ruangan kelas yang cukup memadai seperti kipas angin, proyektor, 






5. Foto perpustakaan SD N 1 Purbalingga Lor dengan koleksi buku yang cukup 
banyak dan antusias siswa untuk membaca buku cukup bagus. 
 
 
6. Foto ruang penyimpanan alat musik yang ruang kegiatan kesenian yang juga 





7. Foto toilet siswa SD N 1 Purbalingga Lor yang terlihat bersih. Antara toilet 
putra dan putri dipisahkan dengan tembok pemisah. 
 
 
8. Foto piala yang terpajang diruang kepala sekolah membuktikan banyaknya 







9. Foto piala yang terpajang diruang kepala sekolah dan foto kepala sekolah dari 












10. Foto papan informasi SD N 1 Purbalingga Lor yang berisi informasi-





11. Foto siswa pada saat melakukan absensi elektrik, siswa juga diajarkan budaya 
antri dalam melakukan absensi elektrik karena SD N 1 Purbaingga Lor baru 




12. Foto wawancara dengan AW yang merupakan guru kelas 1B yang sangat 
ramah dan baik, karena AW sedang menilai hasil ulangan mingguan anak-






13. Foto wawancara dengan FQ yang merupakan guru kelas 4B yang sangat 




14. Foto wawancara dengan RM yang merupakan kepala sekolah di SD N 1 







15. Foto rapat komite sekolah membahas sosialisasi kurikulum 2013 dan 









16. Foto murid SD N 1 Purbalingga Lor yang mengikuti ekstrakulikuler Rebana 
 



























































































